SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sekretaris Daerah
selaku  koordinator pengelolaan keuangan daerah
mempunyai tugas koordinasi penyiapan pedoman
pelaksanaan APBD;

. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Ncgara
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
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Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6626);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD selaku
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Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang memuat rencana pendapatan,
rencana belanja dan pembiayaan SKPD sebagai dasar
penyusunan APBD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
angggaran oleh Pengguna Anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD
adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya
mempunyail kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola
Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya kepada:
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola
Keuangan Daerah.
b. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna
Anggaran/pengguna Barang.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD

dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
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Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan
Penggunaan Barang dan/atau Jasa Milik Daerah di
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah
(BUD).

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah
Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disebut PPTK adalah Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD selanjutnya
disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha Keuangan SKPKD.

Pembantu Pejabat Penatausahaan keuangan selanjutnya
disingkat Pembantu PPK adalah pejabat yang membantu
melaksanakan fungsi tata wusaha keuangan yang
dilakukan oleh PPK Perangkat Daerah atau SKPKD.
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Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, mengusulkan
pembayaran atas kelebihan penerimaan, pendapatan pada
tahun berjalan, menyimpan, menyetorkan, menatausaha-
kan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Perangkat Daerah.

Bendahara Penerimaan PPKD adalah Pejabat Fungsional
yang ditunjuk untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka penerimaan uang yang bersumber dari
transaksi PPKD.

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD).

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat
Fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara
Penerimaan menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada Unit Kerja Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara
Pengeluaran dalam menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Unit Perangkat Daerah.
Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam
proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Pcmbantu Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai

yang diserahi tugas untuk membantu mengurus barang
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Perangkat Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menylapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat
Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat yang lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Program adalah Penjabaran Kebijakan SKPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan
keluaran (Output) dalam bentuk Barang/Jasa.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut UKPBJ adalah unit organisasi pemerintah yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD
melekat pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setdaprovsu. UKPBJ dipimpin oleh seorang Kepala.
Kelompok Kerja Pemilihan adalah Tim yang ditetapkan
oleh Kepala UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa, yang memiliki persyaratan keanggotaan,
tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan
keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok
Kerja Pemilihan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang
selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah

kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah
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yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

Pejabat/Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa adalah
personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
terwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan  meliputi = pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar
untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang/Jasa.
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Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan
teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan
peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang
bernilai diatas Rpl100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Kontrak Payung adalah berupa kontrak harga satuan
dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang
belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu
pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
Kualifikasi adalah  merupakan proses penilaian
kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
Prakualifikasi adalah merupakan proses penilaian
kualifikasi yang dilakukan sebelum  pemasukan
penawaran.

Pascakualifikasi adalah merupakan proses penilaian
kualifikasi yang  dilakukan  setelah  pemasukan
penawaran.

Pembinaan adalah usaha agar setiap orang yang terlibat
Pengadaan Barang/Jasa mengetahui tentang peraturan
dan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian adalah setiap usaha agar setiap
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat
terlaksana sesuai target, waktu, tempat, mutu, tertib
administrasi, tepat sasaran dan manfaat.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan
pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
Tim Pendukung adalah tim yang ditetapkan oleh PA/KPA
untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
antara lain terdiri atas Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Direksi Lapangan, Konsultansi Pengawas, Tim
Pelaksana Swakelola, dan lain-lain.

Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh PA/KPA untuk
membantu PA/KPA dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa, antara lain terdiri atas tim uji coba,
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panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dan lain-
lain.

Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis adalah
Tim yang ditetapkan PA/KPA, yaitu Tim yang mempunyai
kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan
teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat
penjelasan.

Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya
disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang
digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam,
bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya
yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.
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69. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk  untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2022 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3

Terhadap Pengaturan Sistem dan Prosedur Penatausahaan
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah belum
diselesaikan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan
penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan mengenai

pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera
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Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 952), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 3 Oktober 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Wosae

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002
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BAB |
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH

Ruang Lingkup Keuangan Daerah, meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman.

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusain
pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak
ketiga.

3. Penerimaan daerah.

4. Pengeluaran daerah.

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak
lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah

dan/atau kepentingan umum.

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan akuntabel serta taat ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

1. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara
tepat waktu dan tepat guna vang didukung dengan bukti-bukti

administrasi vang dapat dipertanggungjawabkan.

[}

Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah
bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada
ketentuan peraturan dan perundang- undangan.

3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang
telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keiuaran
dengan hasil.

4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum
dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah
untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga vang terendah;

6. Transparan raerupakan prinsip keterbukaan yang

neimun

gkinkan masvarakat untuk mengetahuw dan

i
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mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daserah.

Akuntabel adalah  pengelolaan  keuangan  yang dapat
dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan deugan
keterbukaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaanya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan
kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif;

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakulkarn

dengan wajar dan proporsional.

 Manfaat untuk masyvarakat adalah bahwa keuangan daerah

diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah mempunyai

kewenangan :

a. Menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan
Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;Menetapkan
kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. Mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan
Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
DPRD untuk dibahas bersama;

¢. Menetapkan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan
APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat
dibutuhkan oleh daerah dan/atau masvarakat;

f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

Menectapkan KPA;

fJFt

h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran,;

i. Menetapkan pejabat yang yang bertugas melakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian

atas tagihan dan memerintahkan pembavaran,
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k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

1. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

m. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain vaitu
paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu,
bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan
operasional sekolah, bendaraha BLUD, bendahara unit
organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya
vang diamanatkan peraturan perundang — undangan.

3. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan
Sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaar,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikasystem
pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara vang memerintahkan, menguji, dan
menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

4, Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas .
a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;
b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. Kepala SKPD selaku PA
. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah mempunyai tugas :

a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daeraly;

b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,
rancangan peruitbahan APBD, dan rancangan
pertanggungijawaban pelaksanaan APBD;

¢. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKFPD;

e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
kenangan daerah sesuai dengan kelentuan peraturan

perundangan-undangan; dan

feeby

Memimpin TAPD.
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Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit

meliputi :

a. Koordinasi dalam penyusunan sistem prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

b. Koordinasi dalam penyusunan Kkebijakan akuntansi

pemerintah daerah;

Koordinsi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah

o

daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan
tugasnva bertanggung jawab kepada kepala daerah;

Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah dengan peran
dan fungsi Sekretaris Daerah membantu kepala daerah dalam
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan
daerah.

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah kepala SKFD  yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Kewenangan PPKD melakukan pengendalian pelaksanaan APBD

sebagaimana fungsinva selaku BUD terdiri dari:

a. Penyusunan anggaran kas;

b. Laporan posisi kas harian;

¢. Laporan evaluasi realisasi APBD bulanan;

d. Laporan realisasi pendapatan daerah;

e. Penerbitan SPD-Anggaran;

Register beserta penerbitan SP2D;

g. Penyusunan Surat Edaran Gubernur perihal pencairan dana
menjelang berakhirnya tahun anggaran dan persiapan
pelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

h. menyajikan informasi keuangan daerah Dberupa laporan
keuangan vang terdiri dari :

et

i Laporan Realisasi Anggaran;
\
;

o

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;

¥

¥

Neraca;

7
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Laporan Operasional;
Laporan Arus Kas;

!

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

]

Catatan Atas Laporan Keuangan.
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Pejabat yang diusulkan sebagai Kuasa BUD oleh PPKD selaku
BUD kepada Kepala Daerah adalah Kepala Bidang
Perbendaharaan BPKAD.

PPKD selaku BUD dapat mengusulkan kepada kepala derah
untuk menetapkan lebih dari satu kuasa BUD di lingkungan
SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang dikelols,
beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali yang kriterianya
ditetapka kepala daerah.

PPKD selaku BUD dapat melimpahkan kepada pejabat di
lingkungan BPKAD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai
berikut:

a. Menviapkan SPD-Anggaran;

b. Menyiapkan anggaran kas;

c. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
d. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

e. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas nama pemerintah daerah;

bty

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

g. Menvajikan informasi kenangan daerah.

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran, mempunyail

tugas

1. Menyusun Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah;

2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

3. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak;

4. Mengelola barang milik daerah/kekayasan daerah yang menjadi
tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Laporan keuangan yang disusun dan disampaikan kepala

perangkat daerah kepada PPKD selaku BUD, terdiri dari:
a. Laporan realisasi anggaran,

b, Neraca;

¢. Laporan operasional;

d. Laporan perubahan ekuitas; dan

e. Catatan atas laporan keuangan {CalLK)

g

Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang
pimpinnyva berupa pengecekan kas (Cash Opname) minimal 3

(tiga) bulan sekali, melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan
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anggaran perangkat daerah, dan pengecekan langsung
terhadap pelaksanaan kegiatan,
_Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya
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berdasarkan kuasa vang dilimpahkan oleh Gubernur;

h. Bertindak sebagai PPK apabila tidak melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada KPA dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa;

i Melaksanakan tugas pembantuan dan dekonsentrasi

berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan/petunjuk tekiis

yang diterbitkan oleh Kementerian /Lembaga;

Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesual peraturan

Cz s

perundang- undangan;

k. Dalam hal tidak ada vang dapat ditunjuk sebagai PPK,
pelaksanaan pengadaan barang /iasa dengan pertimbangan
rentang kendali, dapat melimpahkan sebagilan
kewenangannya kepada kepala satuan kerja/unit kerja selaku
KPA vang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; dan

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Grubernur melalui Sekretaris Daerah.
SA PENGGUNA ANGGARAN /KUASA PENGGUNA BARANG

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan
tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
Sekretaris dan/atau Kepala Bagian/Bidang pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan :

a. besaran Perangkat Daerah;

b. besaran Jumlah uang yang dikelola;

L]

. beban kerja;

d. lokasi;

e. kompetensi dan/atau rentang kendali;atau

f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan oleh PA/Pengguna DBarang
kepada KPA/Kuasa Pengguna Barang pada perangkat daerah
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, meliput: tugas :

a. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

¢

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
d. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS khusus pada

perangkat daerah BPKAD dan Sekretariat Daerah;
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e. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi bagi
perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi;

f melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

¢. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran vang telah ditetapkan;

h. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang

menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;

yang dipimpinnya;
j. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnva
k. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;
i, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, KPA dapat
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; dan
m. KPA/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnva kepada PA/Pengguna Barang.
Koordinator pengelolaan keuangan daerah ditetapkan oleh
Gubernur atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang pada unit kerja
yang dipimpinnya sebelum dimulainya tahun anggaran
berkenaan.
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Barang
mempunyai masa kerja lebih dari 12 {dua belas) bulan atau tidak

memasuki masa pensiun dalam tahun anggaran berkenaan.

. BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN

PERANGKAT DAERAH.

1
B

e

Gubernur atas usul PPKD menetapkan Keputusan QGubernur
tenitang  penetapan  bendahara  penerimaan, bendahara
pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan pada perangkat daerah sebelum dimulainya
tahun anggaran;

Bendahara  penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
adalah Pelaksana vang diberi tugas tambahan melakukan fungsi
kebendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendahara
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu

baik secara langsung maupun ftidak langsung dilarang



melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/ penjualan, serta dilarang membuka
rekening tabungan/ giro/deposito untuk menyimpan uang yvang
dikelola pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas
nama pribadi;

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenanganinya kepada
KPA, Gubernur dapat menetapkan bendahara penerimaan
pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit
keria terkait;

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran  secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD selaku BUD;

Tugas Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah, Bendahara
Penerimaan  Pembantu Perangkat Daerah, Bendahara
Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Perangkat Daerah, meliputi :

S S

a. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah, mempunyai tugas :

) Menerima penyetoran penerimaan pendapatan daerah
serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas
daerah dengan menggunakan formulir STS paling lambar 1
hari kerja kecuali hari libur disetorkan pada saat hari kerja

pertama setelah hari libur;

Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau

dengan komunikasi dan transportasi atau tidak terdapat

layanan perbankan, batas waktu penyetoran paling lama

7 {tuiuh} hari kalender sejak diterimanya atau pada
akhir bulan vang bersangkutan vang ditetapkan dengan
keputusan kepala perangkat daerah;

3

o

Menghitung  jumilah uang yang diterima dan
mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam SKP-
Daerah dan/atau SKRD dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SKP/SKR dari WP darn/atau WR,
dan/atau pihak ketiga vang berada dalam pengurusannya;

4

Membuat surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain
vang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib
retribusi/ pihak ketiga;

B2

Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran, register
STS, dan rincian objek penerimaan;

6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif
sccara bulanan berupa bukti setor, rekapitulasi pencrimasn
dan penyetoran kepada pengguna anggaran/pengguna

harang melalui PPEK-Perangkat Daerali;
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3

o

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional
dengan dilampiri buku penerimaan dan penyetoran, register
STS dan buku pembantu rincian obyek kepada PPKD
melalui Pejabat yang menangani verifikasi penerimaan
pendapatan secara bulanan; dan

Dalam hal Bendahara Penerimaan dibantu oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan
menghimpun seluruh pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu.

.Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah,

mempunyvai tugas :

1)

3)

i+

i

i

,
i i

Menerima penyetoran penerimaan pendapatan daerah
serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas
daerah dengan menggunakan formulir STS paling lambat 1
hari kerja kecuali hari libur disetorkan pada saat hari kerja
pertama setelah hari libur;

Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau
dengan komunikasi dan transportasi atau tidak terdapat
layanan perbankan, batas waktu penyetoran paling
lama 7 (tujuh} hari kalender sejak diterimanya atau
pada akhir bulan yang bersangkutan yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

Menghitung iumlah uang yang diterima dan mencocokan
dengan jumliah yang tercantum dalam SKP-Daerah
danfatau  SKRD  dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SKP/SKR dari WP dan/atau WR,
dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya;

) Membuat surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain

yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib
retribusi/pihak ketiga,

Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran, register
5TS, dan rincian objek penerimaan;

Menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  kepada
bendahara penerimaan secara bulanan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya berupa buku penerimaan dan
penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan,
register STS, bukti penerimaan vang sah dan lengkap, serta

pertanggungiawaban bendahara penerimaan pembantu.

c. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah mempunyai tugas

dan wewenang :
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1} Menerima, menyimpan, mermbayarkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;

2) Menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-UP, SPP-
TU, SPP-GU dan SPP-LS;

3) Mengajukan SPP-UP, SPP-TU, SPP-GU dan SPP-LS kepada
penigguna  anggaran/pengguna barang melalui  PPK
Perangkat Daerah (khusus SPP-LS pengadaan baran g dan
'iasa yang telah disetujui PPTK);

1} Membuat register SPP, SPM dan SP2D yang telah dit erima;

Melaksanakan pembukuan bendahara;

=

5) a

6) Membuat laporan penutupan kas Perangkat Daerah;

7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif
berupa BKU, Buku Pembantu BKU, Laporan Penutupan
Kas, SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bukt
transaksi kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
nelalui PPK Perangkat Daerah;

8) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tungsional
zepada PPKD secara bulanan;

9) Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta melaporkan ke
Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan;

0) Dalam hal Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran
menghimpun seluruh pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran Pembantu;

[

| Melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan lainnva.
Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah
mempunyat tugas dan wewenang :

1} Menerima, menyvimpan, membayarkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam
rangka pelaksanaan APDD pada Perangkat Daeraty,

2} Menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-TU dan SPP-
e o
fandy

) Mengajukan SPP-TU dan SPP-LS kepada Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK Perangkat Daerah
(vang telah disetujui PPTK};

4) Membuat register SPP, SPM dan SP2D yang telah diterima;

5) Melaksanakan pembukuan bendahara;

6} Membuat laporan penutupan kas Perangkat Daerah

berupa Laporan Penutupan Kas Bulanan;

7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional

kepada bendahara pengeluaran;
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8} Melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan lainnya.

7. Penetapan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran,
bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran
bekenaan.

.Dalam melaksanakan fungsinya, bendahara penerimaan/
hendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu dapat dibantu oleh pembantu
bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran.
Pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara
pengeluaran ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat
dokumen, pencatat pembukuan dan penyusun laporan, serta
pengurusan gaji pegawai.

a. Berfungsi sebagai kasir, mempunyai tugas :

i) membantu bendahara berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang dalam rangka
penyelesaian pembayaran baik kepada pihak ketiga
maupun pthak lain sesuai dengan nilai besaran vang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2) menerima dan menyimpan ukti  penerimaan dan
pengeluaran uang; dan

3} membuat buku catatan bukti penerimaan dan pengeiuaran
uang.

b. Berfungsi sebagai pembuat dokumen, mempunyai tugas :

1} menyiapkan SPP Unit/Satuan Kerja/Kegiatan heserta
kelengkapannya (selain Gaji Pegawai);

2) menyiapkan dokumen-dokumen penatausahaan keuangan
Felaksanaan APBD;

3) menyiapkan alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan pada
Unit/Satuan Kerja;

4} mencatat, mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti
DPA- SKPD, SK penetapan pejabat yang terkait dengan
pengelolann anggaran Perangkat Daerah serta dokumen
lainnyva; dan;

5} menyiapkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
{Realisasi Keuangan) secara Periodik (Bulanan, Triwulanan,

Semesteran dan Tahunanj.

c. Berfungsi sebagai pencatat pembukuan dan pelaporan,

mempunyai tugas :

Iy meregister SPD-Anggaran, SPP dan SPM;

- id Lz x2
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2) mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti SPD-Anggaran,
SPP, 3PM dan SPJ;

3) mencatat Penerimaan pada Buku Kas Pembantu Khusus
Penerimaan dan Buku Pembantu per Obyek dan Rincian
Obyek berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan {(TBP} dan
Surat Tanda Setoran {STS);

4} mengarsipkan SKRD/TBP dan STS;

5) mencatat penerimaan Unit/Satuan Kerja berdasarkan SPM
dan bukti-bukti pengeluaran Kas ke dalam Buku Kas

et

Pembantu Pengeluaran dan Buku Pembantu Pengeluaran
per kegiatan;
6] mencatat penyimpanan dan pengambilan uang ke/dari
bank pada Buku Bank;
7) mencatat Pengeluaran Panjar pada Buku Panjar;
a) mencatat Penerimaan dan Penyetoran PPN /PPh/Pajak
Daerah pada Buku Pajak;
b) menyiapkan SPJ Unit/Satuan Kerja;
c) menghimpun  bukti-bukti  pengeluaran ke dalam
daftar pengumpul pengeluaran sebagai lampiran SPJ; dan
d) mengkoordinir laporan Bendahara Pembantu.

d. Berfungsi sebagai Pengurusan Gaji Pegawai, mempunyai

tugas:

1) meneliti dan mengoreksi Daftar Gaji;

2} menyiapkan SPP Gaji berdasarkan Daftar Gaji;

3) menyiapkan SPP Rapel/Kekurangan Gaji dan lain-lain yang
sah;

4) membayarkan Gaji kepada Pegawai;

3} mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Gaji pada Buku Kas;

6) memungut, membukukan dan menyetorkan PPh;

7) menviapkan SPJ Gaji; dan

8) membantu menyelesaikan kewajiban Pegawai yang

berkaitan dengan gaji.

[. PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {(PPTK)

Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang/Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan
program, kegiatan dan sub kegiatan menuniuk pejabat pada unit
kerja Perangkat Daerah selaku PPTK dengan persyaratan pejabat
struktural satu tingkat di bawah PA/KPA dan/atau Pejabat
Fungsional (penyetaraan jabatan struktural] sesuai bidang

kegiatan heserta sub kegiatannya;



. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-

b. Penunjukan pejabat berdasarkan pertimbangan kompetensi
jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;

o

. PPTK yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada PA/KPA.

d. PPTK mempunyai tugas mencakup :

1} mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2} melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam
bentuk laporan realisasi fisik dan keuangan; dan

3} menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

e. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d angka
3] diatas mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun
iokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;

f. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat
dilaksanakan sebelum dimulainva tahun anggaran berkenaan;

g. Penunjukan PPTK oleh PA/KPA dengan ketentuan :

1) untuk mengelola 1 {satu] atau beberapa kegiatan;

2) dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) orang PPTK;

3) mempunyai masa kerja lebih dari 12 {dua belas} bulan atau
tidak memasuki masa pensiun dalam tahun anggaran
berkenaan.

Staf Teknis dan Staf Administrasi

a. Dalam pelaksanaan kegiatan, PPTK dapat dibantu oleh unsur
pelaksana yang melaksanakan fungsi teknis dan administrasi.

b. Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1)
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran

¢. Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud di atas dapat

dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan,

Perangkat Daerah |

a. Untuk melalkeanakan anggaran yang dimuat dalarmm DPA/DPPA-
SKPD, kepala Perangkat Daerah menetapkan pejabat vyang
melaksanakan fungsi fata usaha keuangan pada Perangkat
Daerah sebagai PPK-Perangkat Daerah;

b. PPK - Perangkat Daerah mempunyai tugas :

1} meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/ jasa yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/
disetujui oleh PPTK;
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meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

3

4) menyiapkan SPM;

melakukan verifikasi SPP;

5} melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6] melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan
7) menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah

c. PPK-Perangkat Daerah tidak boleh merangkap sebagai
pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
daerah, bendahara, dan/atau PPTK;

d. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dilaksanakan
sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan atau paling
tambat awal tahun anggaran berkenaan.

e. Penetapan PPK — Perangkat Daerah mempunyai masa kerja lebih
dart 12 {dua belas} bulan {tidak memasuki masa pensiun dalam
tahun anggaran berjalan.

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD

. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-Perangkat Daerah)

a. Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPA yang telah
disepakati antara Gubernur Sumatera Utara dengan Pimpinan
DPRD Provinst Sumatera Utara, dan berdasarkan Surat Edaran
Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman Penyusunan RKA-
Perangkat Daerah, sebagal acuan Kepala Perangkat Daerah
{(Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang] dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menvusun RKA-
Perangkat Daerah.

b. RKA-Perangkat Daerah Belanja Tidak Langsung maupun Belanja
Langsung yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah {Peiabat
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang) sebanyak 5 (lima)
macam Form, yaitu :

1} Form  RKA-Perangkat  Daerah {Ringkasan Anggaran
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah).

2) Form  RKA-Perangkat Daerah 1. (Rincian Anggaran
Pendapatan Perangkat Daerahj)

3) Form RKA-Perangkat Daerah 2.1 {Rincian Anggaran Belanja
Tidak Langsung Perangkat Daerah)

4} Form REKA-Perangkat Daerah 2.2 { Rekapitulasi Rincian
Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah)
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5) Form DPA - Perangkat Daerah 2.2.1 (Rincian Anggaran
Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Perangkat Daerah)

c. Khusus untuk Kepala SKPD vang tidak mengelola pendapatan,
hanya menyusun rancangan RKA-SKPD sebanyak 4 {empat}
macam Formulir sebagaimana vang dimaksud pada butir b, i},
3), 4} dan 5). Sedangkan untuk Kepala Perangkat Daerah vang
mengelola Pendapatan harus menvusun ke 5 {lima) formulir
RKA — Perangkat Daerah tersebut pada huruf b. 1) s/d 5) diatas.

o

. RKA-Perangkat Daerah yang telabh disusun oleh Kepala
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan ¢
diatas disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD)} dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi Sumatera Utara untuk dibahas lebih lanjut oleh
TAPD.

e. Dalam Penyusunan RKA-Perangkat Daerah Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang selaku Kepala Perangkat Daerah
harus memperhatikan hal — hal sebagai berikut :

1) Belanja vang ditetapkan dalam APBD untuk belanja tidak
langsung maupun  belanja langsung harus dirinci
penggunaannya di dalam RKA-Perangkat Daerah, dan belanja
vang ditetapkan dalam RKA-Perangkat Daerah dimaksud
merupakan batas pagu belanja pengeluaran tertinggi untuk
rmasing — masing kegiatan.

s

Alckasi Pengeluaran belanja yang tercantum di dalam RKA-

Perangkat Daerah tersebut agar memperhatikan prinsip -

prinsip efesiensi dan efektifitas dan disusun berdasarkan

standard harga vang berlaku.

3} Setiap kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah Tharus
mencantumkan jadwal kegiatan dan rencana penggunaan
Anggaran setiap triwulan.

4} Lokasi kegiatan harus secara jelas dicantumkan dalam REKA-

Perangkat Daerah dengan ketentuan mencantumkan nama

Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

2. Pelaksanaan Verifikasi RKA-Perangkat Daerah
a. RKA-Perangkat Daerah yang telah disusun oleh Perangkat
Daeralx disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah dan  Aset Provinsi Sumatera Utara  untuk
dibahas/diverifikasi lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara dan disahkan oleh

Pejabat Pengelola Kenangan Daerah {PPKD).
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verifikasi dan Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah

Daerah { TAPD) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara

RKA-Perangkat Daerah dan KUA, FPA, Prakiraan maju yang

telah disetujui Tahun Anggaran sehelumnva, dan dokumen

perencanaan lainnya, serta Capaian Kinerja, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran Kegiatan, Standar Analisis Belanja, Standar

Satuan Harga, Standar Pelayanan Milimal serta sinkronisasi

program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan RKA-

Perangkat Daerah paling lama 6 (enam} hari kerja terhitung

sejak tanggal Surat Edaran Gubernur diterima pemberitahuan.

verifikasi RKA- Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD} vang ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur Sumatera Utara, terdiri dari Unsur

Perencana, PPKD dan Unsur lainnya sesuai kebutuhan yang

mempunyai tugas sebagai berikut :

1} Bappeda Provinsi Sumatera Utara bertugas menelitl
kebenaran pencantuman dan penulisan kode, uraian dan
indikator program/kegiatan.

Z) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provins:
Sumatera Utara bertugas menelid kebenaran pencantuman
dan penulisan kode rekening, uraian belanja, pagu anggaran
dan rincian penarikan dana per- triwuian.

3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara bertugas meneliti kebenaran pencantuman
dan penulisan kode rekening, uraian pendapatan, pagu
pendapatan dan rincian penerimaan per- triwulan.

4) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu bertugas
meneliti kebenaran penganggaran pengadaan barang/jasa
berdasarkan satuan harga vang berlaku.

5} Bir Administrasi Pembangunan Setdaprovsu bertugas
meneliti kebenaran penganggaran honorarium, uang lembur,
perjalanan dinas dan uraian belanja lainnya yang sejenis
sesuai dengan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang
itu.

. RKA-Perangkat Daerah disampaikan kepada Sekretariat TAPD

vang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi.
RKA-Perangkat Daerah vang telah diverifikasi dikoreksi cleh
masing - masing unsur TAPD yang dilengkapi dengan Berita
Acara Verifikasi RKA selanjutnya diperbaiki dan disempurnakan
oleh Kepala Perangkat Daerah.

RKA-Perangkat Daerah  vang telah  diperbaiki  dan

1-

disempurnakan oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan



kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk
direviu, Sekretariat TAPD dalam hal ini Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
dan selanjutnya diparaf dan ditandatangani oleh unsur TAPD
sebagaimana tersebut pada huruf d dan selanjutnya
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penvusunan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3. Anggaran Kas

£

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan

guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, adapun

mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran Kkas, sebagai

berikut:

a,

d,

by

Kepala Satuan Perangkat Daerah berdasarkan rancangan DPA-
Perangkat Daerah menyusun rancangan anggaran kas perangkat
daerah;

Rancangan anggaran kas perangkat daerah disampaikan kepada
PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-Perangkat
Daerah;

Pembahasan rancangan anggaran kas perangkat daerah
dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi DPA-
Perangkat Daerah;

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah
guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana  penarikan
dana vang tercantum dalam DPA-Perangkat Daerah yang telah
disahkan;

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap
periode;

Anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala SKPKD
selaku PPKD.

. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

(DPA- Perangkat Daerah)

-
.

DPA-Perangkat Daerah disusun oleh Kepala Perangkat Daerah
(Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang} setelah APBD
ditetapkan melalui Peraturan Daerah {(PERDAJ;

PPKD paling lama 3 {Tiga} hari setelah Peraturan Daerah tentang
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala
Perangkat Daerah agar menyusun rancangan DPA-SKPD;
Rancangan DPA-Perangkat Daerah merinci sasaran yang hendak

dicapail, program, kegiatan, anggaran vang disediakan untuk
i 1 b} 7 f= b i g o o
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mencapai sasaran tertentu, dan rencana penarikan dana tiap —

tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pendapatan vang

diperkirakan;

Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA-

Perangkat Daerah kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja

setelah pemberitahuan;

Rancangan DPA - Perangkat Daerah Belanja Tidak Langsung

maupun Belanja Langsung yvang telah disusun Kepala Satuan

Keria Perangkat Daerah {Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna

Barang) sebanyak 5 (lima) macam Form, yaitu :

1) Form DPA-Perangkat Daerah (Ringkasan Dokuman
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

2) Form DPA-Perangkat Daerah 1. (Rincian Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah )

3} Form DPA -Peragkat Daerah 2.1 (Rincian Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat
Daerah)

4) Form DPA - Perangkat Daerah 2.2 { Rekapituiasi Belanja
Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah)

o

Form DPA- Perangkat Daerah 2.2.1 (Rincian Dckumen
Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program
dan Kegiatan Perangkat Daerah)

Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah yang tidak mengelola
pendapatan, hanva menyusun rancangan DPA -Perangkat
Daerah sebanyak 4 (empat] macam Formulir sebagaimana yang
dimaksud pada huruf b. 1), 3}, 4) dan 5}. Sedangkan untuk
Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan harus
menyusun ke 5 {(lima}] formulir DPA - SKPD sebagaimana
dimaksud pada huruf b. 1} s/d 5} diatas.

Rancangan DPA- Perangkat Daerah vang telah disusun oleh
Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dan c diatas disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerahh {PPKD} dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan
Keunangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara,

Dalam Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah Pejabat
Pengeguna Anggaran/Pengguna Barang selaku Kepala Perangkat
Daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1} Belanja vang ditetapkan dalam APBD untuk belanja tidak
langsung maupun belanja langsung  harus  dirinci
penggunaannya di dalam DPA- Perangkat Daerah, dan
belanja wvang ditetapkan dalam DPA-Perangkat Daerah
dimaksud merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk

A

ma=‘11w— 1Mas LLP_ éﬂ.ﬁu izl
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2) Pengeluaran belanja yvang tercantum di dalam DPA -
Perangkat Daerah tersebut agar memperhatikan prinsip -
prinsip efesiensi dan efektifitas dan disusun berdasarkan

standar harga yang berlaku.

3} Setiap kegiatan dalam DPA-Perangkat Daerah harus
mencantumkan jadwal kegiatan dan rencana penggunaan
Anggaran setiap triwulan.

4

Lokasi kegiatan harus secara jelas dicantumkan dalam DPA -
Perangkat Daerah dengan ketentuan mencantumkan nama

51

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan,

Pelaksanaan Verifikasi DPA — Perangkat Daerah :

d.

Py

paling lama 3 (tiga] hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang

APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD

untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA- Perangkat

Daerah, untuk diverifikasi oleh TAPD dan disahkan cleh PPKD.

DOPA — Perangkat Daerah sebagaimana maksud pada huruf a

diatas merinci sasaran yvang hendak dicapai, program, kegiatan,

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut,
dan rencana penarikan dana tiap ~ tiap Perangkat Daerah serta
pendapatan yang diperkirakan.

Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan DPA-

Perangkat Daerah paling lama 6 (enam]} hari kerja terhitung sejak

tanggal pemberitahuan.

DPA- Perangkat Daerah disampaikan kepada Sekretariat TAPD

yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provsu untuk diverifikasi.

dalam melaksanakan verifikasi TAPD melakukan verifikasi

rancangan DPA-Perangkat Daerah, TAPD bersama-sama dengan

Kepala Perangkat Daerah.

verifikasi Rancangan DPA- Perangkat Daerah dilaksanakan oleh

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) vang ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, terdiri dari Unsur

Perencana, PPKD dan Unsur lainnya sesual kebutuhan yang

mempunyai tugas sebagai berikut :

1} Bappeda Provinsi Sumatera Utara bertugas meneliti
kebenaran pencantuman dan penulisan kode, uraian dan
indikator program/kegiatan.

Z2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Utara bertugas meneliti kebenaran pencantuman
dan penulisan kode rekening, uraian belanja, pagu anggaran
dan rincian penarikan dana per- triwulan.

—

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara bertugas meneliti kebenaran pencantuman

o



o
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dan penulisan kode rekening, uraian pendapatan, pagu
pendapatan dan rincian penerimaan per- triwulan.

4) Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu bertugas meneliti
kebenaran  penganggaran  pengadaan  barang/ jasa
berdasarkan satuan harga yang berlaku.

5) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu bertugas
meneliti kebenaran penganggaran honorarium, uang lembur,
perjalanan dinas dan uraian belanja lainnya yang sejenis
sesuai dengan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang
itu.

Rancangan DPA- Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan

ot

dikoreksi oleh masing-masing unsur TAPD yang telah dilengkapi
dengan Berita Acara Verifikasi DPA Perangkat Daerah
selanjutnya diperbaiki dan disempurnakan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

DPA-Perangkat Daerah yang telah diperbaiki dan disempurnakan
oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Sekretariat
TAPD dan selanjutnya diparaf dan ditandatangani oleh unsur
TAPD sebagaimana tersebut dalam huruf { dan selanjutnya
disampaikan kepada PPKD.

PPKD menyampaikan DPA-SKPD vang teiah diverifikasi dan
sudah ditandatangani oleh unsur TAPD kepada Sekretaris
Daerah  Provinsi untuk  mendapat persetujuan guna
pengesahannya.

DPA- Perangkat Daerah yang telah disetujui oleh Sekretaris
Daerah Provinsi, disahkan oleh PPKD.

Proses verifikasi DPA- Perangkat Daerah oleh TAPD sampai
dengan pengesahannya oleh PPKD, dilaksanakan paling lama 15
{lima belas} hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan
oleh PPKD,

PPKD menyampaikan DPA- Perangkat Daerah vang telah
disahkan kepada Kepala Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah
Provinsi dan Perwakilan BPK di Medan.

DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4.a
tersebut diatas digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran
oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang.

Kepala Perangkat Daerah berdasarkan rancangan DPA-
Perangkat Daerah menyusun rancangan anggaran kas Perangkat
Daerah dan disampaikan kepada PPKD bersamaan dengan
rancangan DPA- Perangkat Daerah. Pembahasan rancangan
anggaran kas Perangkat Daerah dimaksud dilaksanakan
bersamaan dengan pembahasan rancangan DPA- Perangkat

Daerali.
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TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KEGIATAN APBD

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Perencanaan Pengadaan Barang /Jasa

.

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan

oleh PA/KPA yvang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan

barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan
Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan

cara swakelola dan/atau Penyedia.

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA

Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan

Barang/Jasa vang kontraknya harus ditandatangani pada awal
tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia

dapat dilaksanakan setelah persetujuan RKA Perangkat Daerah

sesuail ketentuan peraturan perundang- undangan.

Persiapan Pengadaan dilakukan coleh PPK meliputi:

11 Reviu dan menetapkan spesifikasi teknis/KAK;

2}  Penetapan spesifikasi teknis/KAK (penetapan detailed

engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan

3}  Penyusunan dan menetapkan ﬂ?i‘

4] Penvusunan dan menetapkan rancangan kontrak; dan

51 Menetapkan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminez
pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau

penyesuaian harga.
Disamping itu PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa
vang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa vang
akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-purchasing,
atau termasuk pengadaan khusus
Yang termasuk pengadaan khusus, vaitu:

Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan

.
e

Keadaan Darurat;
2) Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri;

3} Pengadaan Barang/Jasa yang masuk dalam Pengecusalian;
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4}  Penelitian; atau
3) Tender/3eleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar

Negeri atau Hibah Luar Negeri.
Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang menvusun dan
menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa

vang terdiri atas: biayva barang/jasa itu sendiri, bi

;n

va
pendukung dan biaya administrasi yvang diperlukan untuk
proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Biaya pendukung dapat mencakup biaya pemasangan, biava
pengangkiitan, biaya pelatihian.

Biaya administrasi dapat terdiri dari biaya pengumuman
pengadaan barang, honorarium pejabatpelaksana pengadaan
antara  lain  :  PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan, Pejabat

Pengadaan, Panitia/Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan dan
may
i

Pejabat/Tim lain yvang diperiukain, biaya survey
lapangan/pasar, biaya penggandaan dokumen dan biaya
lainnya  untuk  mendukung  pelaksanaan  pengadaan
barang/jasa {antara lain: pendapat ahli hukum kontrak, biaya
ujl cobaj. Blaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan vang
akan dilaksanakan pada tahun anggaran vang akan datang
namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran
berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.
Dalam menetapkan kebijjakan umum yang mehputi pemaketan
pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian

pengadaan barang/jasa, PA/KPA dan/atau PPK wajib

|.

memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1} Pengadaan  barang/jasa meningkatkan penggunaan
produlsi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi
usaha kecil.

Z)  Nilai paket pengadaan barang/pekeriaan konstruksi/ jasa

lainnya paling banvak Rp.13.000.000.000,00 (Lima belas
mijvar rupiah] diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau
koperasi, kecuall untuk paket pengadaan yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha

kecil dan koperasi.
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Wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperast
dari hasil produksi dalam negeri.

Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa
kegiatan vang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang
menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya
seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing.
Dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket
pengadaan menurut sifat dan jenis harus dipisahkan.
Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang
besaran nilainva seharusnya dilakukan oleh usaha kecil;
dan/atau

Dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadl

[
A,
o
Pt
fret

beberapa paket dengan maksud untuk menghi
tender/ seleksi.
Menvusun Kerangka Acuan Keria {KAK) yang mendukung
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yvang sekurang-
kurangnya memuat uraian kegiatan wmeliputi latar
helakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, target atau
sasaran, lokasi kegiatan, sumber pendanszan, ruang
okup pekerjaan, jumlah tenaga yang diperlukan, waktu
vang diperlukan mulai dari pengumuman, rencana
pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa,
spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan serta
besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk
kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan
ersebut.
Rencana umum pengadaan/E-Belanja diinput oleh PPK
pada aplikasi E-Keuangan. Rencana umum pengadaan/E-
Belanja vyang diinput merupakan daftar rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
PA/KPA dan telah difinalisasi.
Admin E-Keuangan menarik rencana umum pengadaan /-
Belania yang telah diinput di aplikasi E-Keuangan ke
aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

(SIRUP} (pr

i

—

oses integrasi). Setelah proses penarikan
selesai, Rencana umum pengadaan/E-Belanja akan tayang

1

dan diumumkan pada Sistemn Informasi Rencana Umum



Pengadaan (SIRUPj.Proses penarikan terhubung antara

admin E-Keuarngan ke LKPP (bidang Mconev} dan terkoneksi
ke LPSE.

11} PPK membuat paket pada aplikasi SPSE dengan
menginput HPS, Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja
(KAK]), Gambar, dan Rancangan Kontrak.

12) PPK menyampaikan permintaan pemilithan penvedia

kepada UKPBJ dengan melengkapi dokumen persiapan
pengadaan  yang terdirt  dari  HPS,  Spesifikasi
Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK}, Gambar, dan
Rancangan Kontrak serta dilengkapi lampiran : Surat
Keputusan Penetapan sebagai PPK, Dokumen Anggaran
Belanja, ID paket RUP dan rencana wakiu penggunasn
barang/jasa.

13; betelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan
dinvatakan lengkap., Kepala UKPBJ menetapkan Poxia
Pemilihan, untuk selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan
persiapan pemilihan Penyedia.

14) Setelah permohonan pemilihan penyedia dari PPK kepada
UKPBJ disetujin, dilakukan proses Reviu oleh Pokja
Pemilihan

Dalam menetapkan kebijakan umum tentang Organisasi

|

engadaan, Kepala Daerah/PA/KPA membentuk organisasi
pengadaan vang terdiri dari: PA; KPA; PPK, Pejabat Pengadaan,
Pokja pemilihan dan Tim Lainnya vang diperlukan antara laii:
Tim Uji Coba; Panitia,/Pejabat Peneliti Peiaksanaan Kontrak.
Anggota Pokja Pemilihan berjumiah 3 (tiga} orang dan dapat
ditambah berdasarkan kompleksitas pemilihan penyedia.
Untuk menunjang pelaksanaan kontes/sayembara, Pengguna
Anggaran (PA} menetapkan tim juri/tim ahli.

Ketentuan pengajuan Rencana Persiapan Pengadaan dengan
ketentuan sebagai berikut :

Jika waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 9 bulan

4
[

hingga 12 bulan, maka batas terakhir pengajuan RPF

adalah akhir bulan November tahun sebelumnya;
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Jika waktu pelaksanaan pekeriaan kurang dart Y bulan
dan lebih dari 6 bulan, maka batas terakhir pengsajuan
RPF adalah akhir bulan Pebruari talhiun berjalan;

3}  Jika waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari € bulan
dan lebih dari 3 bulan, maka batas terakhir pengajuan
RPP adalah akhir buian Mei tahun berjalan; dan

4} Jika waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan
dan lebih dari 1 bulan, maka batas terakhir pengaiuan
RPP adalah akhir bulan Agustus tahun berjalan;

5} Jika pengajuan RPP di luar dari jadwal yang telah
ditentukan, harus mendapat persetyjuan minimal dar:
Sekretaris Daerah Provinsi.

milihan Sistem Pengadaan

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang

dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan adalah

dengan nilai Pagu Anggaran paket pengadaan bernilai paling
sedikit di atas Rp200.000.000,00 {(dua ratus juta rupiahlantara
lain vaitu :

1) Penetapan metode pemilihan Penvedia;

Metode pemiiihaﬂ Penvedia  Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya meliputi:

a} Penunjukan Langsung

Kriteria Penunjukan Lanasung Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya meliputi:
1. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang

mendadak  untuk menindaklanjuti  komitnen
internasional dan  dihadiri oleh Presiden/Wakil
Presiden;

2. Barang/jasa vang  bersifat rahasia untuk
kepentingan Negara  meliputi intelijen,
perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan
Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan
Wakil Presiden beserta keluarganya serta famu
negara setingkat kepala negara/kepala
pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat
rahasia sesual dengan  ketentuan peratura

perundang-undangan;



b)

3. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang
merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan
satu  kesatuan tanggung jawab atas resiko
kegagalan bangunan vang

rakeseluruhantidakdapatdirencanakan/ diperhi
tungkan sebelumnya;

4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

hanya dapat disediakan oleh 1 {satu} Pelaku Usaha

VAng mampu;

Pengadaan dan penvaluran benih unggul yang

G

meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta
pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada
petani  dalam rangka menjamin ketersediaan
benih dan pupuk secara tepat dan cepatuntuk
pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

6. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
di lingkungan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah vang dilaksanakan oleh

pengembang yang bersangkutan;

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
spesifik  dan hanya dapat dilaksanakan oleh
pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten,ateu
pihak wyang menjadi pemenang tender untuk
mendapatkan izin dari pemerintah; atau
8. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya vang
setelah  dilakukan Tender ulang mengalami
kegagalan.
Tender Cepat
Tender Cepat dilakukan untuk metode pemilihan
Penvedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal
pelaku  usaha telah terkualifikasi  dalam Sistem
Informasi Kinerja Penvedia Barang/Jasa {SIKaP) yang
tidak memerivka penilaian  kualifikasi, evaluasi
penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis,

sanggah dan sanggah banding. Tender Cepat dapat
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dilakukan untuk Pengadaan Barang/Kon struksi/Jasa

Lainnya dengan kriteria:

fa—

) Spesifikasiteknis/KAK dan volume pekeriaan telah
ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis

tidak dikompetisikan;

2} Dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi
teknis/KAK sebagaimana dalam ketentuan pasal 19
ayat (2} huruf b dan huruf ¢, Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

¢! Tender
Tender  digunakar dalam  hal tidak  dapat

menggunakan E-purchasing, Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.
Dalam hal terdapat keragaman item, penvebaran
lokasi/tempat  kerja/tempat serah ferima,
keterbatasan kapasitas dari Pelaku Usaha sebagai
akibat dari konsolidasi maka Pokja Pemilihan dapat
menetapkan metode Tender itemized,
Pada Tender itemized peserta pemilihan dapat
menawarkan satu/beberapa/seluruh item barang/jasa
vang ditenderkan, dan Pokja Pemilihan menetapkan
iebih dari 1 {satu] pemenang pemilihan/Penyedia.

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pokja Pemilihan melaksanakan Seleksi atau Penunjukan

Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu

Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

a. Penunjukan Langsung

Penunjukkan Langsung dapat dilakukan dalam hal:
1} Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)
Pelaku Usaha vang mampuy;

Jasa Konsultansi vang hanya dapat dilakukan oleh 1

e

{satu} pemegang hak cipta vang telah terdaftar atau
pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
3} Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan

hukum/advokasi atau pengadaan arbiter vang tidak



direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan

dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang

sifat  pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaznnya

harus segera dan tidak dapat ditunda; atau

Permintaan berulang {repeat order] untuk Penvedia Jasa

Konsultansi  yang sama diberikan  batasan  paling

banyak 2 (dua) kali. Permintaan berulang (repeat order)

dapat digunakan

a} Permintaan berulang (repeat order} untuk Penyedia
Jasa Konsultansi yang sama diberikan batasan
paling banyak .2 (duaj kali. Permintaan berulang

{(repeat order) dapat digunakan

bl Desain berulang, contohnya pekerjaan pembuatan
desain gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung
kantor, dan lain- lain.

Permintaan berulang {repeat order] dapat dilakukan

dengan  syarat Penyedia  bersangkutan  mempunyai

kinerja  baik  berdasarkan penilaian PPK. Penilaian

Penyedia oleh PPK meliputi:

a; Kualitas hasil pekerjaan sesuai KAK;

b)  Kemajuan atau prestasi pekerjaan sesuai jadwal
dan tidak ada keterlambatan;

¢} Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu vang
ditetapkan dalam Kontrak;

dj Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu vang

ditetapkan dalam Kontrak;
e} Ketaatan dan  kelengkapan dalam  memenuhi
administrasi pekerjaan sesuai dengan Kontrak,
Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan seleksi ulang
mengalami kegagalan
Pemilihan penyvedia untuk melanjutkan jasa konsultansi
dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
Jasa konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;atau

Jasa ahli Dewan Sengketa Kontral



Seleksi
Seleksi digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan

Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Penetapan Metode Kualifikasi:

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan

usezha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penvedia.

Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau

prakuaiifikasi.

a. Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi
vang dilakukan setelah penyampaian penawaran,

1,

ascakualifikasi  dilaksanakan  pada pelaksanaan

pemilihan Penyedia sebagai berikut:

a) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

—

Lainnya  untuk Pengadaan yang bersifat tidak

kompleks; atau

b) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan
dengan pelaksanaan evaluasi administrasi,

BEvaluas: kualifikasi menggunakan metode sistem
gugur {pass and fail). Evaluasi dilakukan terhadap
kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan
persyaratan sebagat Penyedia vang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan. Peserta dinyatakan
lulus  kualifikasi apabila memenuhi seluruh
persyaratan kualifikasi.
Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon
pemenang.

b. Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi
vang dilakukan sebelum penyampaian penawaran.
Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan
pemilihan Penvedia sebagai berikut:

a} Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya untukPengadaan yang bersifat kompleks

b} Pengadaan vang  Dbersifat kompleks adalah
engadaan DBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya  vang  mempunyai resiko tinggi,
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memerlukan  teknologi  tinggi, menggunakan
peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit
mendefinisikan secara teknis bagaimana  cara
memenuhi  kebutuhan dan tujuan Pengadaan

Barang/Jasa.

]
i

Seleksi untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau

d) Penunjukan Langsung.

Evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi menggunakan

metode:

&) sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasalainnva dan pada proses
Penunjukan Langsung; atau;

b} sistem pembobotan dengan ambang batas untuk

Penyedia Jasa Konsultansi.

Hasil prakualifikasi :

o)

untuk Tender Barang/Pekerjzan Konstruksi/Jasa

Lainnya  paling sedikit 3 (tigaj peserta yang lulus

kualifikasi;

b} untuk Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha
paling sedikit 3 {tiga} dan paling banyak 7 {tujuh]
peserta yang lulus kualifikasi; atau

¢} untuk Penunjukan Langsung hasil prakualifikasi
memenuhi atau tidak memenuhi syarat kualifikasi.

Apabila peserta vang lulus kualifikasi  untuk

Tender/Selekst kurang dari 3 (tiga), prakualifikasi

dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang.

Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penvedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan
memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan
ketentuan yang berkaitan dengan pevsvaratan Pelaku Usaha
barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang. Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokia
Pemilihan dilarang menambah persvaratan kualifikasi yang
diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan

membatast keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan,
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Polkja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk

memastikan Pelaku  Usaha vang akan wmenjadi Penyedia

barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menvediakan

barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan

administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

3}
)

yara

f

- Kualifikasi Adminisirasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa

=t

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penvedia

Barang/Jasa, meliputi:

A.

memiliki surat izin usaha sesuai dengan peraturan
perundang- undangan, antara lain di bidang peker

kenstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau  jasa

konsultansi sesuai dengan skala usaha
[segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan /sub

golongan /kelompok atau kualifikasi lapangan usaha.

untuk usaha perorangan tidak dipertukan izin usaha;

memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar
Perusahaan (TDP); '

menubiki NPWP  dan  status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasilKonfirmasi Status Wajib pajak;

mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan
alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau
sewa.

secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
pada Kontrak vang dibuktikan dengan:

1} Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa {apabila dikuasakan);

3} Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai

tetapo; dan

4} Kartu Tanda Penduduk.

g. Surat Pernyataan Pakta lutegritas meliputi:

1} Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;

D
Lo

Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui
terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam
proses pengadaan ini.

o) Akan  mengikuti proses pengadaan secara bersih,

transparasn, dan  profesional untuk memberikan Thasil
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kerja  terbaik sesuai ketentuan peraturan perundan g-
undangari; dan

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam
angka 1), 2} dan 3} maka bersedia menerima sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

at pernyataan yang ditanda tangani Peserta yang berisi:

Yang bersangkutan dan managjemennya tidak dalam
pengawasan pengadiian, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak
sedang dikenakan sanksi daftar hitam:

‘ang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah vang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan

Data  kualifikasi yang  diisikan dan  dokumen
penawaran vang disampaikan benar, dan jika
dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen vyang
disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka
direktur utama/pimpinan perusahaan /pirapinan
koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota
konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja
sama iain  bersedia dikenakan sanlksi adm-i_nis;t_ra_tj_f;
senksi pencantuman dalam daftar Thitam, gugatan
secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana
kepada pihak Dberwenang sesuai dengan ketentuan

eraturan perundang-undangan.
£ P 2 B

i. Dalam hal Peserta akan wmelakukan konsorsium/kerja

sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain  harus

mempunyai  perjanjian konsorsiuun/kerja sama

ope

rasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain,
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Evaluasi persyaratan pada huruf h angka 1 sampai
dengan angka S dilakukan untuk setiap Badan Usaha
vang menjadi bagian dari konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain.

Untuk Usaha Mikro, bentuk perizinan berupa Izin Usaha

Mikro  Kecil {IUMK} dan tidak disvaratkan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP).
Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk

Penvedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
undangan di budang Jasa Konstruksi beserta pedoman
pelaksanaan vang ditetapkan oleh Menteri yang
membidangi Jasa Konstruksi.

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk

Penyedia Barang/Jasa Perorangan, meliputi:

1} Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti
Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan
Domisili Tinggal;

2}  Memiliki NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasilKonfirmasi Status Wajib pajak;

3] Menandatangani Pakta Integritas; dan

4}  Surat pernyataan vang ditanda tangani berisi:
aj tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

b) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan pihak yang terkait;

:

¢} tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau
sedang menjalani sanksi pidana; dan

d) tidak Dberstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali
yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan

Negara.

3) Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

Syarat Kualifikasi Teknis Penvedia Barang
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang:
11 Memiliki penealaman:
1} Memu:iikn pengalaman:
a) Penyediaan barang pada divisi vang sama paling

xurang 1 {satu} pekerjaan dalam kurun waktu 1 {satu)
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tahiun terakhir batk di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

b} Penyediaan barang sekurang-kurangnva dalam
kelompok/grup j,-'ang sama paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga] tahun
terakhir  baitk di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

2} Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya
menusia dan peralatan yvang dibutuhkan dalam proses
penyediaan termasuk layanan purna jual {jika diperlukan).

bj Byarat Kualifikasi Teknis Penvedia Jasa Lainnya

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Lainnya

1) Memiliki pengalaman:

a) penyediaan jasa _?.;:ada divisi  yang sama2 paling
kurang 1 {satu} pekerjaan dalam kurun waktu 1 {satu)
ahun terakhir baitk di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontral

b) penvediaan iasa sekurang-kurangnya dalam

kelompok/grup vang sama paling kurang 1 {satu)
pekerjaan dalam kurun wakiu 3 (tiga} tahun
terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
o) nilai pekerjaan sejenis tertinggl dalam kurun waktu
10 {(sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil
paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen)
nilai total HPS/Pagu Anggaran.
2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya
manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam piroses
penyediaan termasuk layanan purna jual {jika diperfukan)

Syarat Kualifikasi Teknis Penvedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultansi Konstrukst.

Persyaratan kualifikasi teknis wuntuk Penyedia Pekerjgan
Konstrukst dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan
ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa
Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan vang ditetapkan

olehh Menteri yang membidang! Jasa Konstruksi,
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c) Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Badan

Uisaha

Pe

rsyaratan kualifikasi teknis untuk Penvedia Jasa Konsultansi

Badan Usaha, meliputi:

—

1} Memiliki pengalaman:

a) Pekerjuan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
T (satu} pekerjaan dalam kurun waktu 1 { satu} tahun
terakhir bailk di lingkungan pemerintah maupurn
swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

b} Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan  jenis
pekerjaan, kompleksitas peketiaan, metodologi,
teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa
menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (saiu)
pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak; dan

cj Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu
10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan
S5C% {lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

2} Memiliki sumber daya manusia:

a) Manajerial; dan

b} tenaga kerja {jika diperlukan).

3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan

iika diperlukan).
X j

Syvarat  Kualifikasi Teknis Penvedia Jasa Konsultansi
Perorangan

Persyaratan  kualifikasi teknis untuk Penvedia Jasa
Ronsultanst Perorangan, meliputi:

1} Memiliki pengalaman:

a) Pckerjaan  sejenis  (jenis  pekerjaan, kompleksitas
pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik
lainnya vang bisa menggambarkan kesamaan); dan

b} Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10
{sepuluhj tahun terakhir paling kurang sama dengan
50% {lima puluh persen} nilai total HPS/Pagu

Anggaran.
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2) Jenjang pendidikan
3} Memiliki sertifikat keahlian/teknis;
4} Pernah mengikuti pelatihan /kursus; dan/atan

5} Memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

yarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

ot

Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia
Barang/Jasa Lainnva/Jasa Konsultansi.

Untuk Penvedia Non Kecil harus memiliki kemampuan
keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN} vang
disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah
kemampuan penuh/keseluruhan Peserta  saat  penilaia
kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan
permodalan  untuk melaksanakan paket pekerjaan yang
sedang/akan dikerjakan.

SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil,
Rumusan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN)
adalali sebagai berikut :

SKN = KN - I nilai paket pekerjaan yang sedang dikerjakan
KN = fp. MK

MK = #1.KB

Keterangan .

KN = Kemampuan Nyata
MK = Modal Kerja
fp = faktor perputaran modal

fp untuk Usaha Non-Kecil (Menengah dan Besar) = 7
fl = faktor likuiditas
ft untuk Usaha Non-Kecil = 0.6

‘i3 = Kekayaan Bersih total ekuitas yang dilihat dari neraca

e

Keuarngan tahun terakhir.

bl Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia

Pekeriaan Konstruksi

Persyaratan  kualifikasi kemampuan  keuangan untuk
Penyedia Pekerjaan  Konstruksi  berdasarkan  ketentuan
peratuiran  Perundang- undangan @i bidang Jasa Konstruksi
beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri

vang membidangi Jasa Konsiruksi.
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Kemitraan

Dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau

jenis keahlian  yang  diperlukan untuk  menyelesaikan

pekeriaan tidak dapat dilakukan cleh 1 (satu] Penyedia, maka:

1) diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia
saling bergabung dalam suatu konsorsium/kerja sama

operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain; dan/atau

»

diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia atau
konsorsium/kerja sama  operasi/kemitraan/bentuk kerja
sama lain Penyedia untuk menggunakan tenaga ahli asing.

Tenaga ahli asing digunakan sepanjang diperlukan untuk
mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang  belum dimiliki
dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna

menangani kegiatan atau pekerjaan.

Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
Pckja Pemilthan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran
dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang
lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.
Metode Evaluasi Penawaran menjadi acuan bagi Pokja
Pemilihan dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi
Peserta Pemilihan menjadi acuan dalam menyusun/menyiapkan
dokumen penawaran.
Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Metode  evaluast  penawaran dalam pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjiaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan
dengan menggunakan;
1. Sistemn Nilai
Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya harga
penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga
penetapan  pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan
penilaian teknis dan harga.
Evaluast penawaran dilakukan dengan memberikan bobot

penilaian terhadap teknis dan harga. Besaran bobot harga



antara 30% ({tiga puluh persen} sampai dengan 40%
(empat puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis
antara 60% {enam puluh persen) sampai dengan 70%
{tujuh puluh persen).

HEvaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and
fail}.

Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot
terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai
masing-masing unsur dan/atau nilai  total keseluruhan
unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot
ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari
dokumen Tender. Unsur/sub unsur yang dinilai harus
bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan.

Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai
tertingg! kepada penawar terendah. Nilai penawaran Peserta
yvang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga
penawarannya dengan harga penawaran terendah.

Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

Metode evaiuasi Penilailan Biaya Selama Umur Ekonomis
digunakan untuk Pengadaan Barang vang memperhitungkan
faktor  umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya
pemeltharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi
tertentu.

Evaluasi administrasi dan teknis menggunakan sisten
gugur (pass and fail).

Evaluasi harga dilakukan dengan memperhitungkan total
biaya perolehan (total cost of ownership} selama jangka waktu
operasi/umur ekonomis yang dikonversikan ke dalam harga
sekarang (present valuej.

‘enentuan Pemenang berdasarkan nilai Biayva Selama Umur
Ekonomis yang terendah.

Harga Terendah

Metode  evaluasi Harga  Terendah  digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyva
dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di

antara penawaran yang memenuhi persyaratan (eknis.



Pada sistem Harga Terendah, penetapan pemenang
dilakukan terhadap Peserta Tender vyang memenuhi
persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga
terendah.

Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and
fail}.

Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail} atau
sistem gugur dengan ambang batas.

Sistem harga terendah dapat digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa di mana:

e

Spesifikasi/KAK jelas dan standar;

2} Persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan

3} Harga/biaya adalah kriteria evaluasi utama.

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan misalnya
untuk barang/jasa standar seperti peralatan  kantor,
peralatan komunikasi, bahan kimia, mesin sederhana atau

bahan balu.

Metode Evaluasi Penawaran untuk Jasa Konsultansi

Metode evaluasi  penawaran dalam  pemilihan Penvedia

Jasa Konsultans: dilakukan dengan menggunakan:

1

Kualitas dan Biava

Metode evaluasi Kualifas dan Biaya digunakanuntuk

pekerjaan

a) ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu
penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti
dalam KAK; dan

b} besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.

Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan misalnya untuk

desain jaringan  irigasi primer, desain jalan, studi

kelayakan, konsultansi manajemen, atau supervisi

bangunan non-gedung.

Evaluasi kualitas dan biava menggunakan pembobotan

kualitas penawaran teknis dan biayva dengan ketentuan:

1} bobot kualitas penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
dan

2} bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.
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wvaluasi  kualitas teknis dilakukan dengan memberikan
bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai
masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan
unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bcbot
ditetapkan dalam kriteria evaluasi vang menjadi bagian dari
dokumen Seleksi. Unsur/sub unsur yang dmilai harus
bersifat kuantitatif atau vang dapat dikuantifikasikan.

Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai
tertinggl kepada penawar terendah. Nilai penawaran Peserta
vang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga
penawarannya dengan harga penawaran terendah.

Penentuan Pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik
kualitas penawaran teknis dan biaya, yang dilanjutkan

dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

Kualitas

Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan vang
ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu
penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti
dalam KAK atau untuk pekerjaan Penvedia Jasa Konsultansi
Perorangan.

Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang
mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor
vang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome} secara
keseluruhan.

Metode evaluasi Kualitas digunakan misalnya untuk Jasa
Konsultansi yang  bersifat  kajilan makro  (masterplan
roadmapj, penasihatan  (advisory), perencanaan dan
perigawasan pekerjaan kompieks, seperti desain pembuatan
pembangkit  tenaga istrik, perencanaan teroworngan di
bawah laut, dan desain pembangunan bandar udara
internasional.

Penentuan Pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis
terbaik, dilamjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi tekuis

serta biaya kepada penawar dengan nilai kualitas terbaik.
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Pagu Anggaran

Metode evaluasi Pagu Anggaran hanva digunakan untuk ruan
lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan
pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu
Anggaran. ‘

Metode evaluasi Pagu Anggaran digunakan untuk
pekerjaan yang dapat dirinci dengan tepat meliputi waktu
penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan ruang lingkupnya
serta penawaran tidak melampaui Pagu Anggaran.

Metode evaluasi Pagu Anggaran digunakan misalnya untuk
pekerjaan desain, supervisi bangunan gedung, dan
pekerjaan survei/pemetaan skala kecil,

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan
bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai
masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan
unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bcbot
ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari
dokumen Seleksi. Unsur/sub unsur yang dinilai harus
bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan.
Penentuan Pemenang berdasarkan kualitas penawarar
teknis terbaitk dari peserta vang penawaran Dbiaya
terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran,
dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan
biaya.

Biaya Terendah

Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk
pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan
standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang
dapat mengacu kepada ketentuan tertentu.

Metode evaluasi Biaya Terendah digunakan misalnya untuk
desain bangunan sederhana, supervisi pembangunan
sederhana, dan survei/pengukuran skala kecil,

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan
bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai
masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan
unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot

ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari
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dokumen Seleksi. Unsur/sub unsur vang dinilai harus
bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan.

Penentuan Pemenang berdasarkan penawaran vang biaya
terkoreksinya terendah diantara penawaran yang lulus
evaluasi teknis, dilahjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi

teknis dan biaya.

Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi

Pokja Pemilihan menetapkan unsur-unsur vang akan
dinilai dalam evaluasi teknis. Unsur-unsur pokok yang
dinilai antara lain meliputi  pengalaman Badan
Usaha/Perorangan, proposal teknis, dan kualifikasi tenaga ahli.
Pokja Pemilihan menentukan bobot nilai dari masing-masing
unsur. Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai
berikut:

a. pengalaman (10 - 20%j;

o

proposal teknis (20 - 40%);

kualifikasi tenaga ahli (50 - 70%); dan

o o

jumlah bobot ath+e=100%.

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing
unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada
jenis pekerjaan vang akan dilaksanakan.

Pokja Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis
{passing grade] untuk masing-masing unsur dan nilai total
dan ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

a) Pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur:

751

1) Pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis
dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK

dilthat dari ruang lingkup, kompleksitas dan nilai
pekerjaan;

2} Pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan; dan

3) Pengalaman manaijerial dan fasilitas utama.

Proposal Teknis dapat dihitung dengan sub-unsur:

pard
o
et

""‘1

’endekatan teknis dan metodologi;

[
—

b

2) Rencana kerja; dan
}

3

Qrganisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.

e

-

c; Kualifikasi Tenaga Ahli dapat dihitung dengan sub-unsur:
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/

1} Pendidikan;

2) Pengalaman profesional:

)

;-,% Sertifikat profesional;

5

i

"U

enguasaan bahasa; dan

5) Penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan,

<

Penetapan metode penyampaian dokumen penay varan;

Polja Pemilthan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen
Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan
barang/jasa,metode pemilithan Penyedia. metode evaluas
penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran menjadi acuan
bagi Pokja Pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan dan
bagi Peserta  Pemilihan  dalam  menyampaikan dokumen
penawaran.

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dalam pemilihan
dalam pengadaan barang/jasa dapat dilakukan deng gan
menggunakan:

a. Metode Satu File

Metode satu file digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jas: Lainnyva yang

menggunakan metode evaluasi Harga Terendah dengan
menggunakan Sistem Gugur, Pengadaan Langsung dan
Penunjukan Langsung.
Metode satu file digunakan pada pemilihan Penvedia Jasa
Konsultansi  melalui  Pengadaan Langsung, Penunjukan
Langsung.

b. Metode Dua File
Metode dua file digunakan untuli Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memeriukan
penilaian teknis terlebih dahulu yaitu metode evaluasi Sistern
Nilai, metede evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
dan metode evaluasi Harga Terendah yang menggunakan
pembobotan ambang batas.
Metode dua file digunakan untuk penvampaian dekumen
penawaran pada pemilihan Penvedia Jasa Konsultansi

Badan Usaha dan Perorangan melalui Seleksi.
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Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jjasa Lainnya yang memiliki

karakteristik sebagai berikut:

1} Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan
pasti pada Dokumen Pemilihan;

2] Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan
desain penerapan teknologi vang berbed a;

3] Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan

3

desal

b
e

prenerapan teknologi yang berbeda;

4} Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis
berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang digjukan;
dan/atau

o} Membutuhkan penvetaraan teknis.

-reverse Auction

~reverse Auction adalah metode penawaran harga secara

berulang. E-reverse Auction dapat dilaksanakar

i)

sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 (dua}

penawaran yang lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi

kerabali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih

dari 1 {satu} kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran

sebelumnya

sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang

dalam Tender Cepat yang ditetapkan dalam Dokumer

Pemilihan.

E-reverse Auction dapat digunakan antara lain:

a. barang/jasa rutin, volume besar, dan resikonya rendah;

b. barang/iasa yang memiliki spesifikasi sederhana dan
tidak adaperbedaan spesifikasi antar Pelaku Usaha;

c. tidak ada tambahan layanan atau pekerjaan lain vang
spesifik, misalnya tidak ada penambahan pekerjaan
instalasi; dan/atau

d. pada pasar persaingan kompetitif dengan jumiah

.
%

elkurang- kurangnva 2 {dua} peserta yang mampu dan
ersedia berpartisipasi pada E-reverse Auction;
Contoh produk/komoditas vang bisa diadakan melalui

E-reverse Auction:
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G,

I. Bahan bangunan seperti baja, besi, beton, pipa

tembaga;

]

Peralatan  teknologi  informasi  standar seperti

komputer desktop, perangkat lunak standar, modem,
toner catridge;
3. Alat tulis kantoer;
4. Bahan kimia dan beberapa produk farmasi umum: atan
5. Pakaian dan seragam dengan ukuran, warna, dan
volume yangstandar.
Selama dalam proses E-reverse Auction, identitas penawar
dirahasiakan. Peserta vang mengikuti E-reverse Auction
adalab peserta yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak
dapat  mengubah  substansi penawaran teknis vang teiah
disampaikan/dievaluasi.
Apiikasi menampilkan informasi urutan posisi penawaran
(positional bidding). Jangka waktu pelaksanaan FE-reverse
uction ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan

dan/atau persaingan pasar.

} Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan

Tender untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

a. Tender Prakualifikasi terdiri dari:

1. Tahap Kualifikasi
a. Pengumuman prakualikasi;
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi:
c. Pemberian penjelasan {apabila diperlukani;

d. Penyampaian dokumen kualifikasi;

57

Evaluasi kualifikasi;

]

Pembuktian kualifikasi;
g. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi; dan
h. Sanggah kualifikasi.

2. Tahap Pemilihan menggunakan 2 (duaj tehap
a. Undangan Tender;

b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

3

Pemberian penjelasan;
d. Penyampaian dokumen penawaran administrasi dan

1 T4

teknis{tahap 1;
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e. Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan
teknis;

f. Evaluasi dokumen penawaran administrasi;

2. Evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus

evaluasi teknis;

et
i

. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

i. Penyampaian dokumen penawaran teknis (revisi) dan
harga;

i. Pembukaan dokumen penawaran teknis dan harga;

k. Evaluasi harga;

l. Penetapan dan pengumuman pemenang;

A

m. Masa sanggah;

n. Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi;

0. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

2
-]

3. Tahap Pemilihan menggunakan 2 {dua) file
a. Undangan Tender;
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

¢. Pemberian penjelasari;

d. Penvampaian dokumen penawaran;

e. Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan
teknis
{file I};

f. Evaluas: administrasi dan teknis

g. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

h. Pembukaan dokumen penawaran harga {file T1);
1. BEvaluasi harga;
1. Penetapan dan pengumuman pemenang;
k. Masa sanggah;
l. Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi;
dan
m. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
b. Tender Pascakualifikasi metode 2 (duaj file dengan tahapan
meliputi:
1} Pengumuman Tender;
2] TPendaftaran dan pengunduhan dokumen;

.

3} Pemberian penjelasan;
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4) Penyampaian dokumen penawaran;

5] Pembukaan dokunﬁen penawaran administrasi, teknis
dandokumen kualifikasi {file I};

6) Evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi; )

Pengumurman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

Pembukaan dokumen penawaran harga {file 11},

3} Ewvaluasi harga;

-~

9} Pembuktian kualifikasi;

bt
P
et

Penetapan dan pengumumarn pemenang;

[
[W—
e

Masa sanggah;

feemed
2

Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi;

dan

13} Laporan Pokja Pemilihan kepada PP

c. Tender Pascakualifikasi metode 1 {satu) file dengan tahapan
meliputi:

1} Pengumuman Tender;

2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

3) Pemberian penjelasan;

4]  Penyampaian dokumen penawaran;

5) Pembukaan dokumen penawaran administrasi, tekms,
harga dandokumen kualifikasi;

6) Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;

7)  Pembuktian kualifikasi;

8) Penetapan dan pengumuman pemenang:

9} Masa sanggah;

10) Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi; dan

11} Laporan Pokja Pernilihan kepada PPK.
Tender Cepat
Penvusunan jadwal pelaksanaan Tender Cepat diserahkan
kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan
waktu proses pemilihan paling cepat 3 ({tigaj hari dengan
batas akhir penyampaian penawaran pada har dan jam kerja.
Tahapan Tender Cepat meliputi:

1} Undangan,

)

} Penyampaian dokumen penawaran;

P

Pembukaan dokumen penawaran;

P

&

Pengumuman hasil pembukaan penawaran,



Y
i)

Verifikasi; dan

6) Pengumuman pemenang.

Seleksi Jasa Konsultansi

Seleksi Jasa Konsultansi terdiri dart

a. Seleksi BRadan Usaha

famt

3 Tahap Prakualifikasi terdiri dari:

aj Pengumuman prakualifikasi;

b} Pendattaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;

¢} Pemberian penjelasan {apabila diperlukanj;

d) Penyampaian dokumen kualifikasi;

Fvaluasi kualifikasi;

Mo

Pemmbuktian kualifikasi;

gi Penetapan dan pengumuman hasil kuali

i
daftarpendek;
h} Sanggah kualifikasi.
2} Tahapan Pemilihan untuk Seleksi dengan

Kualitas terdiridari :
a. Undangan;

b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

3

Pemberian penjelasan;

3

L

. Penyampaian dokumen penawaran;

D

teknisifile 1};

f. Evaluasi administrasi dan teknis;

g. Pengumuman peringkat teknis;

k. Masa sanggah;

i. Pembukaan dokumen  penawaran  biaya
peringkat1(file II)

j. Evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;

k. Penetapan dan pengumuman pemenang; dan

1. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

G
=

Tahapan Pemilihan untuk Seleksi dengan
Kualitas danBiaya, Pagu Anggaran dan Biaya
terdiri dari:

a} Undangan;

b Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

¢) Pemberian nenielasan;
I P

oy

[
L

g

asi dan
Metode

Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan

untuk

Metode

Terendah
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d) Penyampaian dokumen penawaran;

e} Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan
teknis {(file I)

f} Evaluasi administrasi dan teknis;

5

hj Pembukaan dokumen penawaran biava untuk bagi

Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

penawaranyang lulus evaluasi administrasi dan teknis
(file 1ij;

i} Evaluasi biaya;

j} Penetapan dan pengumuman pemenang;

k) Masa sanggah;

1} Negosiasi teknis dan biaya; dan

m}Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

I

Tahapan Pemilihan untuk Seleksi Perorangan terdiri
dari:
a} Pengumuman;
b} Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
¢} Pemberian penjelasan;
d) Penyampaian dokumen penawaran;
e Pembukaan dokumen penawaran  administrasi dan
teknis (file 1j;
f) Evaluasi administrasi dan teknis:
g} Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
h) Masea sanggah;
i} Pembukaan dokumen penawaran biaya untuk peringkat
teknis1 (file 1I};
J} Evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya; k! Penetapan
dan pengumuman pemenang; dan
k} Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
10} Penvusunan Dokumen Pemilihan
Polga Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan dokiuimen
persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu
oleh Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan.
Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan vyang memuat informasi dan
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan

Penyedia. Dokumen Pemilithan terdiri atas:



Dokumen Kualifikasi; dan

Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan

langsung.

Deokumen Kualifikasi

Poija Pemilihan/Pejabat  Pengadaan  menyusun  Dokumen

Kualifikasi yang memuat informasi dan ketentuan tentang

persyaratan kualifikasi Penyedia, digunakan sebagai pedoman

oleh Pokja Pemilihan/Pejabat.

Pengadaan dan Peserta untuk memenuhi kualifikasi vang

dipersvaratkan.

Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:

a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;

b. formulir isian kualifikasi;

c. instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian
Dokumen Kualifikasi;

d. lembar data kualifikasi;

e. peakia integritas; dan/atau

t.  tata cara evaiuasi kualifikasi.

Untuk pemilithan Penyedia dengan prakualifikasi, Dokumen

Kualifikasi disampaikan sebelum penyampaian penawaran.

Untuk pemilihan Penyedia dengan pascakualifikasi, Dckumen

Kualifikasi disampatkan bersamaan dengan Dokumen

Tender/Seleksi.

Dokumen Tender/Penunjukan Langsung untuk

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Tender/Penunjukan

Langsung yang memuat paling sedikit meliputi:

a. undangan/pengumumarn;

b. Instruksi Kepada Peserta;

c. Lembar Data Pemilihan {LDP);

d. Rancangan Kontrak terdiri dari:

b

} pokok-pokek perjanjian;
2) syarat umum Kontrak;
3} syarat khusus Kontrak; dan

.

f

A

4} dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
¢, Daftar Kuantitas dan Harga,

f.  spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur,
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bentuk surat penawaran;
bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau

contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi

Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Seleksi /Penunjukan

Langsung yang memuat paling sedikit meliputi:

:x.

e

undangan/pengumuiman;
Instruksi Kepada Peserta;
Lembar Data Pemilihan {LDP);
Rancangan Kontrak terdiri dari:
1} pokok-pokok perjanjian;

&

| svarat umum Kontrak;

A

(o)

} syarat khusus Kontrak: dan

B

dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
Daftar Kuantitas dan Harga;

KAK

bentuk surat penawaran,;

bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau

contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

Keria (SPK)

Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Penunjukan Langsung

paling sedikit meliputi

=

b.

™

d.

by

undangan; {apabila diperlukan)

Instruksi Kepada Peserta;

Rancangan Surat Perintah Kerja terdiri dari:

[} Pokok-poKok perjanjian;

2} syarar umum Konirak;

3) syarat khusus Kontrak; dan

4] dokumen lain vang merupakan bagian dar
Perintah

Daftar Kuantitas dan Harga;

spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;

bentuk surat penawaran; dan/atau

contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

. Dokumen Penunjukan Langsung menggunakan Surat Perintsh

Surat



R, PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER /SELEKSI
1. Pelaksanaan Kualifikasi
Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui SPSE menggunakan
prakualifikasi atau pascakualifikasi.
a. Pelaksanaan Prakualifikasi
1} Pengumuman Prakualifikasi
Penngumuman dilakukan melalui SPSE dan dapat ditambahkan
dalam situs web  Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah,
papan pengumuman resmi untuk masvarakat, surat kabar,
dan/atau media lainnya.
Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat:
a} nama dan alamat Pokja Pemilihan;
b} uraian singkat pekerjaan;
¢} nilai HPS dan nilai Pagu Anggaran;
d} persyaratan kualifikasi,
el jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan

fi jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.

(Lo}

} Pendattaran Dan Pengunduhan Dokumen Kualifikasi

Pelaku Usaha yang berminat mengikuti proses Prakualifikasi
dapat mengunduh dokumen  kualifikasi setelah melakukan
pendaftaran sebagai peserta kualifikasi.

3

Fomare

Pemberian Penjelasan Kualifikasi (apabila diperiukan)

Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui fasilitas yang
disediakan dalam aplikasi SPSE.

4) Penvampaian Dokumen Kualifikasi

FPesvita pienyasinpaikain  dokuinen kualifikasi mnelaiul formulic
isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai
jadwal yang ditetapkan.

Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia
pada SPSE  belum  mengakomodir data  kualifikasi  vang
disyaratkan, maka data persyvaratan kualifikas: tersebut
disampaikan pada fasilitas pengunggahan lain vang tersedia pada
SPSE.

Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian

elektronik kualifikasi, peseria menvetuiul pernvataan sebagal berikut:
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Pernyataan yang tercantum dalam Pakta Integritas meliputi:
a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;
b. Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui
terjadinyapraktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam
proses pengadaan ini;
¢c. Akan mengi,kuti- proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan  hasil
kerja  terbaik  sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka
1} huruf a dan b, dan ¢ maka bersedia menerima

sariksl sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Yang Dbersangkutan dan manajemennva tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan;
Yang bersangkutan berikut pengurus badan usasha tida

sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

4} Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak

sedang dalam menjalani sanksi pidana;

o) Fimpinan dan pengurus badan wusaba bukan sebagai

pegawai Kementerian/lLembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawal
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikast yang

tercantum daiam Dokumen Pemilihan: dan

7 DDara kualifikasi yang dilsikan dan dokumen penawaran

yang disampaikan henar, dan jika dikemudian hari
ditemuken bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan
perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, atau
pejabat  yang menurut  perjanjian  Kerja sama berhak
mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha
vang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif,
sanksi pencantuman dalam dafltar hitam, gugatan secara

perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak
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berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

8) Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain, penyampaian
kualifikasi pada  formulir  elektonik isian  kualifikasi
dilakukan ocleh badan usaha yang ditunjuk mewakili
konsorsium/kerja  sama operasi/kemitraan/bentuk  kerja
sama lain. Anggota konsorsium/ keria sama
operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain menvampaikan
file formulir isian kualifikasi melalui fasilitas lain yang tersedia
pada SPSE.

Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokuren
kualifikasi tidak ada peserta yang menvampaikan dokumen
kualifikasi, maka Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu
perpanjangan penyvampaian dokumen kualifikasi.
Setelah pemberian waktu perpanjangan penyampaian kualifikasi,
peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi kurang dari 3

{tiga), maka pralualifikasi dinvatakan gagal.

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap
dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal
penyampaian dokumen  kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikas
dilakukan terhadap peserta yvang mendaftar dan memasukkan
dokumen kualifikasi meliputi:
evailuasi kualifikast administrasi/legalitas; 2) evaluasi kualifikasi
teknis; dan/atau 3} evaluasi kualifikasi keuangan.
UnTuK  Fengadaan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya,
pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi
kualifikasi teknis menggunakan sisterm gugur, dengan membandingkan
persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan
dokumen kualifikasi peserta. Untuk pengadsan Jasa Konsultanst
pelaksanaan evaluasi kualilikasi administrasi/legalitas menggunakan
sistem gugur, sedangkan evaluasi kualifikast teknis menggunakan
sistem pembobotan dengan ambang batas.

Untuk evaluasi kualifikasi Keuangan dilaksanakan

menggunakan sistem gugur.
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Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data
vang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga] har
setelah Pokja Pemilthan menyampaikan hasil evaluasi.

Dalara  hal jumlah peserta vang lulus evaluasi dokurner
kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinvatakan

gagal.
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Pembuktian Kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap

peserta pemilihan yvang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan

mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada
informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau

SiKaP yang disediakan dengan dokumen asli.

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada

penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran

lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga
kerja, dan peralatan.

Dalam hal jumlah peserta yang Ilulus pembuktian kualiifikasi

kurang dari 3 {tiga} peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

Penetapan Hasil Kualifikasi

a) Untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ditetapkan
daftar peserta tender yang lulus prakualifikasi paling kurang 3
{tiga) peserta.

b} Untuk Jasa Konsultansi ditetapkan Daftar Pendek peserta
seleksi vang lulus prakualifikasi berjumlah 3 {tiga) sampai 7 {tujuh)
peserta,

Pengumuman Hasil Kualifikasi

Hasil kualifikasi diumumkan melalui aplikasi SPSE dan dapat
ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah, papan pengumuman rvesmi untuk masyarakat, surat

kkabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman hasil kualifikasi memuat paling sedikit:

ajnama dan  alamat Pokja  Pemilihan vyang mengadakan

tender/ seleksi;

o

b}

nama paket Uc,ngac.aan

e

) nama, NPWP, dan alamat peserta baik yang lulus maupun tdak

.__«

fulus kualifikasi beserta alasan tidak lulus; dan
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djnama peserta yang masuk dalam daftar pendek untuk Jasa
Konsultansi Badan Usaha.
Sanggah Kualifikasi
Peserta  vang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat
mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
esalahan dalam melakukan evaluasi;

b} penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan;

¢j rekavasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang sehat; dan/atau
d) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan,

pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam wakitu 5

(lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi.
._ J g
Pokia Pemilihan memberikan  jawaban tertulis  atas semua

s

senggah paling lambat 3 (tigaj hari kalender yang diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja setelah masa sanggah berakhir.

Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka Pokja
Pemilihan melanjutkan proses Prakualifikasi.

Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan
melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.
Sanggah  yang disampaikan kepada Pegjabat Penandatangan
Kontrak, PA/KPA, dan  APIP  Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah, atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai
pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Tindal Lanjut Prakualifikasi Gagal

Dalam hal prakualifikasi gagal maka Pokja Pemilihan melakukan
evaluasi penvebab kegagalan.

Dalam  hal prakualifikasi ulang maka Pokja Pemilihan segera
melakukan prakualifikasi kembali dengan ketentuar

aj Apabila hasil prakualifikasi ulang jumiah peserta vang lulus 2 {dua)

peserta, maka dilanjutkan dengan proses Tender/Seleksi; atau



37

b} Apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta vang lulus i
(satu) peserta, maka dilanjutkan dengan proses Penunjukan
Langsung.

Dalam hal prakualifikasi ulang dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan

mengumumkan hasil prakualifikasi ulang dan menyampaikan hasil

prakualifikasi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya

Polgja  Pemilihan  melakukan  evaluasi penyebab  kegagalan

prakualifikasi.

Pelaksanaan Pascakualifikasi
Proses Pelaksanaan Pascakualifikasi dilakukan bersamasn dengan
proses pemilihan. Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan
bersamaan dengan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan.
Peserta menyampaikan dokumen pascakualifikasi melalui formulir
isian  elektronik  kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE
bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.
Jika  formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada
aplikasi SPSE  belum  mengakomedir data  kualifikasi vang
disyaratkan, maka data persyaraian kualifikasi tersebut
disampaikan pada fasilitas lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian
elekironik kualifikasi, peserta menvetuiui pernvataan sebagai berikut:
1) Pernyataan yang tercantum dalam Pakta Integritas meliputi:
a} Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b} Akan melaporkan  kepada PA/KPA  jika mengetahui
terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam
proses pengadaan ini;
¢] Akann  mengikuti proses  pengadaan secara  bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja
terbaik sesual ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d) Apabila melanggar hal-hal vang dinvatakan dalam angka 1)
huruf a dan b, dan ¢ maka bersedia menerima sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) vang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang

ST g s .
dihentikan,
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3} yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha fidak sedang
dikenakan sanksi daftar hitam;

¢) vang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedarng
dalam menjalani sanksi pidana;

S5} pimpinan dan pengurus badan usaha bukan s ebagal pegawai

Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah  atau pimpinan dan
pengurus badan usaha sebagai pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil

cuti diluar tanggungan Negara;

6} Pernyataan lain yang menjadi svara’r kualifikasi yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan; dan

/}data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran vang
disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan

bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan
koperasi, atau kepala cabang, atau pejabat vang menurut
perjanjian  kerja sama berhak mewakili badan usaha vang bekerja
sama dan badan usaha vyang diwakili bersedia dikenakan sanlsi
administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan
secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang sesuai deng tentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk  peserta yang Dberbentuk konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/bentuk ¥kerja sama lain, penvampaian kualifikasi

pada formulir elektonik isian kualifikasi dilakukan oleh badan

usaha vang ditunjuk mewakili konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/bentuk kerja  sama iain. Anggota

konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain
menyampaikan file formulir isian kualifikasi melalui fasilitas lain yang
tersedia pada SPSE.

Evaluast kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan
evaluasi dokumen penawaran {administrasi, teknis, dan harga).
Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang
dan calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang tidak
lulus pembukiian kualifikast maka dilanjutkan dengan pembuktian

kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya {apabila

ada).
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Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan

pembuktian kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.

Pelaksanaan Kualifikasi melalui SIKaP
Dalam  hal peserta vyang wmenjadi calon pemenang  telah

1

terkualifikasi dalam SIKaP, make proses pembuktian kualifikasi

#

ilakukan melalul aplikasi SIKaP.

Pelaksanaan Pemilihan

a. Undangan Tender/Seleksi
Pokja Pemilihan mengundang semua peserta tender vang telah
ulus prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam
Daftar ~ Pendek untuk  mengikuti  proses  Tender/Seleksi,
Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu nendaftaran
dan pengunduhan Dokumen Tender/Seleksi.

b. Pengumuman Tender/Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan
Pengumuman merupakan awal proses pemilihan pada Tender
Pascakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.

Pokja Pemilihan mengumumkan melalui aplikasi SPSE  dan
dapat ditambahkan dalam situs web
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman
resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnva.
Pengumuman pascakualifikasi paling sedikit memuat:

1) nama dan alamat Pokja Pemilihan;

2} uraian singkat pekerjaan;

3} mnilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS} dan/atau nilai
pagu anggaran

4} persyaratan peserta;

waktu pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilthan; dan
6) waktu penyampaian dokumen penawaran.

c. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan
Semua Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk
mengikuti Tender /Seleksi melakukan pendaftaran dan
mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE.

d. Pemberian Penjelasan
Pokja Pemilihan melaeksanakan pemberian penjelasan pemilihan

Penvedia melalui aplikasi SPSE  sesuai dengan iadwal vang
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telah ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan media /forum
tarya jawab antara Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan
mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan
ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang
lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan vang
tercantum dalam  Dokumen  Pemilihan, sehingga terdapat
kesamaan pemahaman antara Pokia Pemilihan dan Peserta,
sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya
koreksi atas Dokumen Pemilihan.

Lama wakiu/durasi pemberian penjelasan disesuaikan dengan
kompleksitas pekerjaan. Pokja Pemililhan menjawab setiap
pertanyaan vang masuk. Pada saat berlangsungnya pemberian
pergelasan, Pokja Pemilihan dapat menambah waktu pemberian
penjelasan sesuai dengan kebutuhan.

Polga Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan vyang
digjukan oleh Peserta sampai dengan batas akhir pemberian
penjelasan, Namun demikian, Pokja Pemilihan masih dapat
menjawab selurub pertanyaan setelah waktu pemberian penjelasan
telah berakhir,

Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat
pernberian  penjelasan  merupakan Berita Acara Pemberian
Penjelasan {BAPP).

Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja Pemilihan dapat
melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan Peserta
dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan di lapangan.
Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Lapangan menjadi
bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). Biaya
yvang timbul atas peninjauan lapangan dibebankan pada masing-
masing pihak.

Apabita perubahan tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen
Pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK, maka perubahan

tersebut dianggap fidak ada dan ketentuan vang berlaku adalah

w

Dokumen Pemilihan awal. Adendum Dokumen Pemilihan dapat
dilakukan secara berulang dengan menyvampaikan Adendum
Dokumen Pemilihan melalui  aplikasi SPSE  paling kurang 3

{tigaj hari kerja sebelum batas akhir vpenvampalan dokumen
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penawaran. Apabila Adendum Dokumen  Pemilihan
mengakibatker kebutuhan  penambahan waktu penviapan
kembali Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan
memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
e. Penyampaian Dekumen Peﬁawarén
Peserta pemilihan menvampaikan dokumen penawaran
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Tender/Seleksi.
Peserta dapat menyvampaikan ulang file penawaran untuk
mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai
dengan batas akhir penyampaian penawaran.
Untuk  peserta yang  berbentuk  konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain, penyampaian
penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili
peserta yang  berbentuk konsorsium /kerja sama
operasi/kemitraan /bentuk kerja sama lain.
Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan  jadwal
penyampaian dokumen penawaran disertai dengan penjelasan
alasan perubahan jadwal.
Pokia Pemilihan dapat memperpanjang wakty batas akhir
penvampaian penawaran dalam hal sebelum batas akhir
penawaran tidak ada Peserta yang menyvampaikan penawaran.
Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan
batas akhir penvampaian penawaran. Apabila tidak ada peserta
yang menyampaikan  dokumen  penawaran  setelah  waktu
perpanjangan, Tender/Seleksi dinvatakan gagal.
Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai fotal HPS paling
sedikit di atas KRplU0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah],
Jaminan Penawaran disampaikan dengan ketentuan:

1} Softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian
dari dokumen administrasi;

21 Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk soficopy asli
dari kamera/ hanphone (HP) atau scan tanpa edit dan

31 Jaminan Penawaran asli disampaikan secarz langsung atasu

melalui pos/jasa pengiriman dan diterima UKPBJ 1 (satu)

hari kerja sebelum batas akhir penyampalan penawaran dan
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paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran
yvang dibuktikan dengan bukti pengiriman.

4.Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima Pokja
Pemilihan sampai dengan batas waktu  vyang ditentukan,
maka  penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan
klanfikasi kepenerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran
memerlukan jaminan penawaran vang asli. Segala resiko
keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran

asli menjadi resiko peserta.

f.  Pembukaan Dokumen Penawaran

1)

2)

3)

Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan
mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan
menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan
secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file yang
bersangkutan tidak dapat dibuka. Apabila diperlukan layanan
pengadaan  secara elektronik dapat menyvampaikan @ file
penawaran tersebut kepada LKFPP.

Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan
secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat
dibuka, makaPokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file
penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Sehingga
penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun apabila
berdasarkan lavanan pengadaan secara elektronik atau LKPP
dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses
evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.

Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu
pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran vang
sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan
layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir
peniyampalan penawaran {melakukan perpanjangan waktu) kecuali:
al terjadi keadaan kabar:

b} teriadi gangguan teknis SPSE;
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¢} perubahan dokumen  pemilihan yang engakibatkan
kebutuhan  penambahan  waktu  penviapan  dokumen
penawaran; atau

d} tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai
dengan batas akhir penyampaian penawaran.

flalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir

penyvampaian penawaran maka Pokja Pemilihan

menyampaikan /menginformasikan alasan yvang dapat

dipertanggungjawabkan pada SPSE.

luasi Dokumen Penawaran

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan

ketentuan sebagai berikut:

i)

b2

8

4}

berpedoman pada ketentuan dan svarat-syarat yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan;

Pokia Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post
bidding pada setiap tahapan dalam evaluast penawaran. Post
bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti
dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi
dokumen penawaran;

Dokumen penawaran vang memenuhi syarat adalah dokumen
penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat
vang ditetapkan dalam Dokumen Pemilthan, tanpa ada
kenidaksesuaian/penyimpangan yvang Dbersifat penting/pokok
atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan vang

bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

-

a) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan
vang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan
hasil/kinerja pekeriaan; dan/atau

b} penawaran dari peserta dengan persvaratan tambahan i
luar ketentuan dan svarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan
vang akan menimbulkan persaingan wusaha tidak sehat
dan/atau tidak adi.

Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan

kesalahan  penawaran  yang  tidak  substansial  (contoh

kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama  atau
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keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau
tidak distempel);

5) apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan
bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau
terjadi  pengaturan bersama  {kolusi/persekongkolan) antar
peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta,
maka:

a} evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta
lainnya yang fidak terlibat (bila ada}; dan
b} apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada

angka 1}, Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

(@)
B3

Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi

sekurang- kurangnya 2 {dua) indikasi di bawah ini:

a} Terdapat Lkesamaan dokumen teknis, antara lain: metode
kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan,
dan/atau spesifkasi barang vang ditawarkan {merek/tipe/jenis]

dar/atau dukungan teknis.

=

seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.

&

adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam

1 {satu} kendali.

d) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran,
antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan
format penulisan.

e} jaminan  penawaran dikeluarkan dari penjamin vang

sama dengan nomor seri yang berurutan,

Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi:
a. Koreksi Aritmatik
1} Untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga satuan
pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak
Waktu Penugasan dilakukan koreksi aritmatik. Koreksi aritmatik
dilakukan secara otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat
kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka koreksi

aritmatik dilakukan secara manual.

h

Koreks: aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaluasi
scbelum evaluasi administrasi pada Tender vang menggunakan

metode penvampaian penawaran 1 (satu) file.
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3) Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembukaan penawaran
harga untuk Tender yang menggunakan metode penyampaian 2
{dua) file dan 2 {dua) tahap dan Seleksi.

4) Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. Untuk
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan untuk
pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode Pagu Anggaran,
apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawaran
dinyatakan gugur.

3} Tata cara koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:

a. veolume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga dalam penawaran Tharga
disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjgan vang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan
harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga vang
berlaku adalah  hasil perkalian sebenarnya. Dengan
ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh
diubah;

¢.  jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah
termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan
harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan
kosong;

d. jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan vang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan
pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan

£ hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat.

6) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilithan menyusun
peringkat/urutan dari penawaran terendah.

b. Evaluasi Administrasi
1} Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran vang

masuk, kecuali pada Tender yang menggunakan 1 ({satu) fle,

evaluasi administrasi hanva dilakukan terhadap 3 (tiga)
penawar terendah. Apabila dari ketiga penawaran terendah fidak
lulus evaluasi administrasi, maka dilanjutkan kepada peserta
dengan harga penawaran terendah berikutnyva, Untuk Kontrak

Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
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Satuan yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga
setelah koreksi aritmatik. Untuk Kontrak Lumsum yang dimalksud
harga terendah adalah harga penawaran.

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan

pementhan dokumen penaﬂvaran adminisirast sesuai dengan

ketentuan dan syarat-svarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pemilihan.

Penawaran dinvatakan memenuhi persyaratan administrasi,

apabila:

a) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(1) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang

dari waktu vang ditetapkan; dan

(2} bertanggal.

b) Jaminan Penawaran (apabila ada] memenuhi ketentuan sebaga:
berikut:
(1) diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan,
Perusahaan Asuransi, atau lembaga keuangan khusus
vang menjalankan usaha di  bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
indonesia sesuail dengan kefentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia;

{2} Jaminan Penawaran berlaku tidak kurang sampai
dengan tanggal vang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

(3] nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam
surat Jaminan Penawaran;

{(4) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai
jaminan vang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

(5} besaran mnilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam
angka dan huruf;

(6) nama Pokja Pemilihan vang menerima Jaminan Penawaran
sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan
Tender:;

(7) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket
pekerjaan yang ditenderkan;

{8) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat

(unconditional] sebesar nilai Jaminan dalam wakiu
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paling lambat 14 ({empat belas}] hari kerja, setelah surat
pernvataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh
Penerbit Jaminan;,

(9) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan
konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja
sama lain harus ditulis atas nama perusahaan
konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja
sama lain; dan

{10)substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran
telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh
Pokija Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang
jelas dan meragukan.

4) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah
dikonfirmasi dan  diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja
Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan

meraguikan.

oy
s

Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan
dengan evaluasi teknis.
6) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan

administrasi, maka Tender/Seleksi dinvatakan gagal.

c. Evaluasi Teknis
FEvaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus
evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah
penawaran teknis peserta Tender/Seleksi memenuhi persyaratan teknis
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Evaluasi teknis
dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan
menggunakan ambang batas.
1} Pengadaan Barang
a) Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN+BMP paling
rendah 40% {empat puluh persen) maka produk dari luar negeri
digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat

1 {satu) jenis barang dalam 1 {satu} paket.

o

Pckja  Pemilihan memeriksa pemenuhan  spesifikasi  yang
meliputi:
1, Spesifikasi (cknis barang (karakteristik fisik, detail desain,

toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan
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dan persyaratan operasi), dilen gkapi dengan contch, brosur,
dan gambar-gambar;

2. Standar produk yang digunakan;

3. Garansi;

4. Asuranst

5. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;

6. Layanan purna jual;

7. Tenaga teknis;

8. Jangka walktu pelaksanaan/pengiriman barang;

9. Identitas (merek, jenis, tipej; dan/atau

10, Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

&

Dalam hal Tender menggunakan metode evaluasi penawaran
Sistem Nilai maka penilaian teknis dengan memberikan babot
pada masing-masing unsur.

d} Penawaran teknis dinvatakan lulus apabila nilai masing masing
unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas yang

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

2) Pekerinan Konstruksi
Pelaksanaan evaluasi teknis pekerjaan konstruksi meliputi:
2. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yvang memenulu
persyaratan administrasi;
b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan
ketentuan:

1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang
harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan
persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;

2} Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:
aj Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan

dengan ketentuan:

(1) Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari
seluruh pekerjaan utama yang disvaratkan dalam
LDP;

{2} Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh
peserta sesuail dengan persyaratan peralatan dalam
LPP, maka dekumen metode pelaksanaan peserta vang

tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;
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(3) Dalam ha!l metode pelaksanaan peserta tidak
mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka
tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian
terhadap penggunaan peralatan atau

spesifikasi/volume pekerjaan.

—
P

} Mctode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya
untuk kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan
substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam

menyelesaikan  pekerjaan  utama  sesual  yang
disvaratkan dalam LDP, meliputi:

{1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir
secara garis besar dan uraian/cara kerja darni
masing-masing jenis pekerjaan utama;

{2} Kesesualan antara metode kerja dengan peralatan
utama vang ditawarkan/diperiukan dalam
pelaksanaan pekerjaan;

(3) Kesesuaian  antara  metode  kerja  dengan
spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan

pekerjiaan, Pokja Pemilihan membandingkan antara

metode kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode
kerja vang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah
ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian
metode tersebut. Apabila tidak sesuai, Pokja melakukan
evaiuasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang
ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel

berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peralatan utama vang ditawarkan sesual dengan yang

ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:

(1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber
dari:
{a) Mitik  sendiri, dilakukan  terhadap  bukt
kepemilikan peralatan;

(b} Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran

Sewa Beli;
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{c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat
perjanjian sewa harus disertai dengan bukti
kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari
permnberi sewa.

Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan

ketentuan:

(a) Dalam  hal peserta menyampaikan  bukti
kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa
beli bukan atas nama peserta tender, bukt
tersebhut tidak menjadi hal yang menggugurkan
pada saat evaluasi;

{b)Dalam  hal peserta menyampaikan  bukt
kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan
atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak
menjadi hal yang menggugurkan pada saat
evaluasi;

{c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang
disampaikan oleh peserta tidak dilakukan
klarifikasi secara fisil.

Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam

daftar isian peralatan tidak menggugurkan.

Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk

pelaksanaan  pekerjean  sesuai  dengan  yang

disyaratkan.

Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah

peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan

vang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka

Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivita

alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan

pekerjaan.

Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas,

Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik

peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-

bukti yang disampaikan peserta.

Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti

kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.
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ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:

()

Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial
atau Ahli K3 Konstruksi/Ahl Keselamatan Konstruksi
dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka
tidak digugurkan.

Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan
konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat
risiko kecil, peserta dapat menawarkan personel
dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan
Konstruksi.

Kompetensi personel manajerial meliputi lama
pengalaman bekerja.

Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat
pengalaman kerja atau referensi kerja dart Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Pengalaman vang disampaikan tanpa melampirkan
daftar riwayat pengalaman kerja atau rveferensi maka
tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.

Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa
memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi
(dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

Pengalaman kerja vang dinilai adalah pengalaman
kerja setelah personel lulus pendidikan minimal
sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKT
sesual vang disyaratkan dalam LDP.

Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan
Manajer Teknis serta pelaksana dilakukan terhadap
pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan
konstruksi;

Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan
Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi dilakukan terhadap
pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam

melaksanakan pekerjaan konstruksi;

(10)Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan

terhadap pengalaman mengelola keuangan;
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{11)Perhitungan pengalaman personel  manajerial
ditentukan berdasarkan:
{a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
(b} Referensi kerja dari Pejabat yang Penandatangen
Kontrak.
d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan tidak

dievaluasi;

—

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi

W

persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang
memuat:
(1) Elemen SMKX, meliputi:
(a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekegja dalam
keselamatan konstruksi;
(b} Perencanaan Keselamatan Konstruksi:
i. uraian pekeriaan;
ii. manaiemen risiko dan rencana tindakan,
meliputi
i) penjelasan manajemen risikc meliputi
mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat
risike, dan mengendalikan rigiko;
ii} penjelasan rencana Tindakan meliputi
sasaran khusus dan program khusus;
{c; Dukungan Keselamatan konstruksi;
(d) Operasi Keselamatan Konstruksi;
(e} Fvaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
(2} Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan

tertinggi perusahaan penyedia jasa.

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

(1}, Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan
dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstriiksi
apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan
Konstruksi yvang memenuhi ketentuan:

(a) mencantumkan 7 (tujuh} pernyataan Komitmen
Keselamatan Konstruksi; dan
(b} nama paket pekeriaan sesuai dengan nama paket

pekerjaan vang ditenderkan;
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(6).

(2).

o |
.

Peserta dinvatakan memenuhi elemen Perencanaan
Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel
B.1 ldentifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian
dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan
(sasaran khusus & program khusus} yang memenuhi
ketentuan:
(a) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya
diisi sesual yang disyaratkan dalam LDP;
(b} Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan
tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);
Peserta dinvatakan memenuhi elemen dukungan
keselamatan  konstruksi apabila menyampaikan
penjelasan salah satu sub elemen dari elemen
dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak
dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program

Komunikasi vang telah diisi {isian tidak dievaluasi);

. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operast

Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan
penjelasan salah satu sub elemen dari eiemen Operasi
Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau
tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety

Analysis) yang telah diisi {isian tidak dievaluasi); dan

. Peserta dinvatakan memenuhi elemen Evaluasi

Kinetrja Keselamatan Konstruksi apabila
menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen
Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi {isian tidak
dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang
telah diisi {isian tidak dievaluasij.

Pakta komitmen vyang belum ditandatangan: oleh
pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak

menggugurkai.

. Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan

tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana
dimaksud huruf e} angka (2} ditunjukkan dalam
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan

diserahkan kepada PPK.
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fi Dckumen lain yang disyaratkan (harus engan
persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama
sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:
(1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
(2) Persyaratan harus mempertimbangkan persain gan
usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan

persyaratan.

Jasa Lainnya
a} Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi/KAK yang
meliputi:
1. Spesifikasi teknis barang/bahan (karakteristik fisik, detail
Gesain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan
pemeliharaan dan persyaratan operasij, dilengkapi dengan

contoh, brosur, dan gambar-gambar;

b

Metode pelaksanaan pekerjaan;

W

Jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peralatan yang

disediakan;

B

Standar produk yang digunakan;

Garansi;

o

o

Asuransi,
7. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;
8. Layanan purna jual;
9. Tenaga teknis/terampil,
10. Jangka waktu pelaksanaan;
11. Identitas {merek, jenis, tipe}; dan/atau
12. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

b} Dalam hal Tender menggunakan metode evaluasi sistem nilad,
maka penilaian teknis dengan memberikan bobot pada masing-
masing unsur.

¢} Penawaran teknis dinyatakan ulus apabila nilai masing-masing
unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas yvang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Jasa Konsultansi

a) Pokia Pemilihan menilai penawaran teknis berdasarkan KAK dan
kriteria cvaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumsn Seleksi

dilengkapi dengan bukti pendukung, meliputi:



1. pengalaman;
a.pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan
pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK dilihat dan
ruang lingkup, kompleksitas, dan nilai pekerjaan;
b. pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan; dan/atau
c. pengalaman manajerial dan fasilitas utama.

2. proposal teknis:

b

a. pendekatan teknis dan metodologi;
b.rencana kerja; dan/atau
c. organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.
3. kualifikasi tenaga ahli:
a. pendidikan;
b. pengalaman profesicnal;
c. sertifikat profesional;
d. penguasaan bahasa; dan/atau
e. penguasaan situas: dan kondisi di lokasi pekeriaan.
b) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot pada
masing-masing unsur.
¢} Penawaran teknis dinyatakan Iulus apabila nilai masing-masing
ansur dan/atau nilai  total memenuhi ambang batas vang

ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

d. Evaluasi Harga

Polga Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga harus melakukan:

I

=

-

Untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
melakukan koreksi aritmatik, kewajaran harga, dan harga satuan
timpang untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan
Lumsum Dan Harga Satuan; dan

Untuk pengadaan Jasa Konsultansi melakukan Xkoreksi aritmatik

untuk Kontrak Waktu Penugasan dan Kontrak Payung.

1} Koreksi Aritmatik

a) Untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga

satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,
dan Kontrak Waktu Penugasan dilakukan koreksi aritmatik.

Koreksi aritmatik dilakukan sccara otomatis menggunakan 3PSE,
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Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE,
maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual.

b} Koreksi aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaluasi
sebelum evaluasi administrasi pada Tender vang menggunakan
metode penyampaian penawaran 1 (satuj file.

¢l Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembukaan penawaran
harga untuk Tender yang menggunakan metode penvampaian 2 {dua)
file dan 2 {dua) tahap dan Seleksi.

d} Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. Untuk

g

engadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan
Untuk Pengadaan Jasa Konsultanst dengan metode Pagu
Anggaran, apabila hasil korelsi aritmatik melebiht HPS maka

penawaran dinvatakan ur,
¢ : dinyatakan gugur

el Tata cara koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:

1} volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga dalam penawaran Tharga
disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan vang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

2} apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume
dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan
harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan
ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak
boleh diubah;

3) jenis pekerjaan vyang tidak diberi harga satuan dianggap
sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain
dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap

dibiarkan kosong;

S

jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan
pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan

5} hasil koreksi aritmatilc dapat mengubah urutan peringkat.
f) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun

peringkat/urutan dari penawaran terendah.
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g} Penawaran harga memenuhi syarat apabila :

i) Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya, total penawaran harga terkoreksi paling banyak
sama dengan HPS:; atau

2} Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, total penawaran harga
terkoreksi dapat lebih banyak dari HPS, kecuali untuk
metode Pagu Anggaran.

h) Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi hasil

Koreksi aritmatik kepada Peserta.

Evaluasi Kewajaran Harga

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga

penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS, dengan

ketentuan:

a) pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:

b

1. meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi
harga upah, bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran,
sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;

2. meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur
upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan,

3. hasil penelitian butir {1} dan butir (2} digunakan untuk
menghitung harga satuan vang dinilai wajar tanpa
memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;

4. harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung
harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan;

5. harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam
daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan

6. apabila harga penawaran iebih kecil dari hasil
evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyvatakan tidak
wajar dan gugur harga.

pada Pengadaan Barang/Jasa Lamnya:

i. meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarakan informasi

terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;

D

mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan

produk yang tidak wajar;
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. Apabila harga penawaran febih kecil dart hasil
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harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung
harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat
dipertanggungijawabkan;

harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam
daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan

evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak

wajar dan gugur harga,

Evaluasi Harga Satuan Timpang

2)

Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan
Harga Satuan, Pokja Pemilhan melakukan Kklarifikasi terhadap
harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus
sepuluh persen} dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.
Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan
tersebut dapat dipertanggungijawabkan/sesuai dengan harga
pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.

Apabila setelah dilakukan Kklarifikasi Harga Satuan tersebut
dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku
untuk wvolume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi
penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan
timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut

berdasarkan harga satuan yang tercantum daiam HPS.

Evaluasi Harga Pengadaan Barang
Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di
atasRp1.000.000.000 {satu miliar rupiah) diperhitungkan preferensi
untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25% [dua
puluh Iima persen).

HEA ; - { 1I- TKDN x preferensi ) x Harga ;

dimana :

HEA ; : Hasil Evaluasi Akhir Penawaran PT. i

Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga
dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga
penawaran terendah.

Harga Terendah

NFPi — x x 100 %
Harga i
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NPi : Nilai Penawaran Harga PT. i

Hargai : HEAIi (jika memperhitungkan preferensij

5) Evaluasi Harga Pekerjaan Konstruksi
a. Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Tender Internasional

memperhitungkan preferensi harga sebesar 7.5 % (tujub setengah
persenj.

b. Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga
dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga

penawaran terendah.

. HargoaTerendah
NPt = : x 1009
Hevgoi
NP : Nilai Penawaran Harga PT. i

Harga: : HEA; {jika memperhitungkan preferensi)

6) Evaluasi Harga Jasa Lainnya
a) Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas
Rpl1.000.000.000 (satu miliar rupiah) diperhitungkan preferensi
untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen).
HEA ; - { 1- TKDN x preferensi ) x Hargda ;
dimana :
HEA ; : Huasil Evaluast Akhir Penawaran PT. 1
b} Untuk metode evaluasi sistern nilai, nilai penawaran harga
dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga
penawaran terendah.
HargaTerendah

NPi= _ , x100%
Hargaix

NPy . Nilai Penawaran Harga PT. i

Harga; : HEA; (jika memperhitungkan preferensi

7} Evaluasi Harga Jasa Konsultansi
a. Jenis Kontrak Lumsum
i. FEvaluasi harga untuk jenis kontrak lumsum, Pokja Pemilihar
memeriksa harga penawaran berdasarkan surat penawaran

harga.
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ii. Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode Evaluasi
Kuaiitas Dan Biaya dengan cara membandingkan harga
nenawaran dengan harga penawaran terendah.

Harga Terendah

NP = : x 100 %
Hargni
NP; : Nilai Penawaran Harga PT. 1

Harga; : HEA; {(jika memperhitungkan preferensi

b} Jenis Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan

(1} Evaluasi harga wuntuk jenis kontrak berdasarkan waktu
penugasan, Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik.

(2) Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode Evaluasi Kualitas
dan Bilaya dengan cara membandingkan harga penawaran
dengan harga penawaran terendah.

Hargoa Terendah

NPi= : - x 100 5¢
Heorgmi

NP; : Nilai Penawaran Harga PT. 1

Harga: : HEA,; (ika memperhitungkan preferensi

8) E-reverse Auction

Dalam hal terdapat 2 ({(dua) penawaran yang lulus administrasi
teknis, Peserta dapat diberikan kesempatan untuk berkompetisi
kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dar 1
(satu) kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya.

Pokja Pemilihan mengundang Peserta melakukan E-reverse
Auction dengan mencantumkan  jadwal pelaksanaan. Peseria
menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu vang telah
ditetapkan.

Peserta menyampaikan — pernawaran harga melalui fitur
penvampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau sistem pengaman
dokumen berdasarkan alokasi waktu (batch) atau secara real time
sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen.

- Setelah masa penvampaian penawaran berakhir maka sistem akan
menginformasikan peringkat dapat berdasarkan Urutan Posisi
Penawaran (positional bidding] secara real time sebagaimana yang

ditetapkan dalam dokumen.
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Penetapan Calon Pemenang

1. Ketentuan Umum

a, Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi
vang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Pokja
Pemilihan dapat menetapkan calon pemenang lebih dari 1 (satu)
dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas/layanan dan
keragaman item dalam satu paket pengadaan atau satu peket
Tender sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

h. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan
akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan
Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan
melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang
intuk  memperpanjang  Surat Penawaran dan/atau  Jaminan
Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan

Keontrak sebelum dilakukan penetapan Pemenang.
24

c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku
surat penawaran dan Jaminan Penawaran, dianggap
mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya

Pensetapan Calon Pemenang dengan Metede Sistem Nilai

1} Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil penilaian
harga dan teknis berdasarkan bobot penilaian yang telah
ditetapkan dalam kriteria evaluasi.

2} Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi
tertinggi, dan calon pemenang cadangan adalah peserta vang
merniliki nilai kombinasi peringkat dibawahnya.

Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya Selama Umur

Ekonomis

1) Pokja Pemilihan menghitung Biaya Selama Umur Ekonomis

herdasarkan data yang disampaikan dalam penawaran teknis.

B

alon Pemenang adalah peserta yang memiliki Biaya Selamea
Umur Ekonomis vang terendah, dan calon pemenang cadangan

adalah peserta yang memiliki peringkat di bawahnya.
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Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Harga Terendah

Pokja Pemilihan menetapkan calon pemenang dan calon pemenang

cadangan berdasarkan peringkat dari harga penawaran vang paling

rendah berdasarkan hasil evaluasi harga.

Penetapan Calon Pemenang Jasa Konsultansi

Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Kualitas dan Biaya

1) Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil penilaian Biava
dan Teknis berdasarkan bobot penilaian vang telah ditetapkan
dalam Kriteria Evaluasi.

2) Calon Pemenang adalah peserta vang memiliki nilai kombinasi
tertinggi, dan calon pemenang cadangan adalah peserta yang
memiliki nilai kombinasi peringkat dibawahnya.

Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Kualitas

Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran dengan

peringkat teknis terbaitk yang lulus ambang batas nilai teknis.

Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Pagu Anggaran

Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran yang

rnemiliki nilai teknis paling tinggi diantara peserta yang memiliki

penawaran biava terkoreksi sama dengan atau lebih kecil dari nilai Pagu

Anggaran.

Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya Terendah

Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran yang

rnemiliki:

1} nilai teknis diatas ambang batas nilai teknis (passing gradej
2) penawaran biava terkoreksinya paling rendah.

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
1. Ketentuan Umum
a. Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dalam pengadaan
barang/jasa atas Dokumen XKualifikasi untuk pengadaan
barang/jasa melalui pascakualifikasi kepada calon pemenang
peringkat perfama dan klarifikasi atas kejelasan substansi
teknis dan harga/biaya.
b. Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi  dilakukan
negosiasi teknis dan biaya kepada calon pemenang peringkat

pertama.




























































































































































